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ABSTIRAK

Dina Kristina/222004157/2008/Analisis fuktor — faktor yang menyebabkan tidak
tercapainya anggaran penerimaan Perdapatan Asli Daerah (PAD) pada
Pemerintah Kota Palembang/Akuntansi.

Perumusan masalah dalain penelitian ini adalah faktor-faktor apa yang
menyebabkan tidak tercapainya target penermaan Pajak Daerah dan jenis Pajak
Daerah yang manakah yang paling rendali pencapaian targetnya pada Pemernintah
Kota Palembang, faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak tercapainya target
penerimaan Retribusi Daerah dan jenis Retribusi Daerah yang manakah vaug
paling rendah pencapaian targetnya pada Pemerintah Kota Palembang. langkah-
langkah apa yang diiakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam mengatasi
tdak tercapamnya anggaran penerima:r Pendapatan Ash Daerah (PAD),.
Tujuannya Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya
target penerimaan Pajak Daerah dan untuk mengetahui jenis Pajak Daerah yang
paling rendah pencapaian targetnya pada Pemerintah Kota Palembang, untuk
mengetahui faktor-faktor yang menyebab<an tidak tercapainya target penerimaan
Retribusi Daerah dan untuk mengetahui jenis Retribusi Daerah yang paling rendah
pencapalan targetnya pada Pemerintah Kota Palembang, untuk mengetahui
langkah-langkah vyang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang dalam
mengatasi tidak tercapainya anggaran pencrimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Penelitian i termasuk jems penelitian deskniptif. Data yvang digunakan data
primer dan sekunder, teknik pengumpulan data dalam penulisan skripsi im
menggunakan metode wawancara dan (dokumentasi. Analisis data dan teknik
analisis yang digunakan adalah metode analisis kualitaaf.

Hasil analisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya targct
penerimaan pajak daerah adaiah belum re:istisnya dalam penentuan target, belum
efektifnya pemberlakuan sanksi, rendahnya tingkat kepatuhan
membayar/kesadaran wajib pajak.. Faktor-faktor yang menyebabkan tidak
tercapainya targel penerimaan retnbusi daerah adalah, adanya penyimpangan-
penyimpangan yang dilakukan oleh peiugas, terbatasnya sumber dayu/petugas
pelaksana operasional di lapangan. Lanzkah-langkah yang dilakukan Pemerintah
Nota palembang untuk meningkatkan PAD adalah dengan pendekatan
intensifikasi dan ekstensifikasi. Pendekatan intensifikasi yaitu meningkatken
pengawasan dan pengendalian, meningkatkan SDM, meningkatkan penyuluhan
kepada masyarakat. Pendekatan ekstensifikasi yaitu menambah objek pajak dan
rctribusi yang baru, memberikan penyuluhan kepada wajib pajak dan retribusi.

Kata kunci: Pendapatar Asli Daerah (FA D))
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BAB I

PENDAHUL JAN

A. Latar Belakang Masalah

Reformasi keuvangan daerah ditandai dengen berlakunya Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Duerah, yang direvisi
dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor
25 Tahun 1999 tentang perimbangan }euangan antara pemerintah Pusai dan
Daerah yang direvisi dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

Penyerahan kewenangan dari Pemerintah Pusat kepada daerah
sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 (ayat 1) Undang-undang Noinor
32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan bahwa
“Pemerimah  Kabupaten diberi kewenangan yang luas dalam
menyelenggarakan semua urusan Pemerintah mulai dari perencanaan,
pengawasan, pengendalian dan evaluasi kecuali kewenangan bidang politik
luar negeri, pertahanan keamanan, p:radilan, moneter, fiskal, agama dan
kewenangan lain yang ditetapkan Peraturan Pemerintah”. Sebagai konsekuensi
dari kewenangan Otonomi yang lvas, Pemerintah Daerah mempunyai
kewajiban uatuk meningkatkan pelayanan dan kesejehteraan masyarakat
secara demokratis, adil, merata dan berkesinambungan. Kewajiban itu bisa
dipenuhi apabiia Pemerintah Daerah mampu mengelola potensi dacrahnya
yaitu potensi sumber daya alam, sumer daya manusia dan potensi sumber

daya keuangannya secara optimal.




Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, scbagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Sumber-sumber Pendapatan
Asli Dacrah terdiri dari:

1) Hasil Pajak Daerah

2) Hasil Retribusi Daerah

3) Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolahan Kekayaan Daerah
lainnya yang dipisahkan

4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pemerintah Kota Palembang sebagai bagian dari wilayah integral
Kesatuan Republik Indonesia perlu segera mengambil langkeh-langkah
proaktit’ dalam menyikapi tantangan dan peluang diera Otonomi Daerah,
sehingga menuntut Pemerintzh Kota Palembang untuk dapat mengelola
penerimaan dan pengeluaran dengan ba k.

Pemerintah Kota Palembang sejak diberi kewenangan atas pelaksanaan
dan pengaturan keuangan daeraknya cari tahun ke tahun semakir berupaya
meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya. Dalam upaya meningkatkan
Pendapatan Asli Daerahnya permasalahan yang sering terjadi adalah bahwa
hasil realisasi sumber-sumber Pendap:itan Asli Daerah tidak sesuai dengan
target yang telah ditentukan, hal ini tentu akan menimbulkan permasalahan
dalam membiayai pengeluaran rutin daerah serta pembangunan sosial dan
ekonomi dacrah untuk meningkatkan Otonomi Daerah di dalam mencapai

kesejahteraan masyarakat.



Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang akan dibahas adalah
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sedangkan Hasil Perusahaan Milik Daerah
dan Hasil Pengelolahan Kekayaan Dacrah yang dipisahkan dan Lain-iain
Pendapatan Asli Dacrah yang sak tidak :kan dibahas dalam penelitian ini

dikarenakan Wasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolahan

Kokaynan Dnerah yang dipisahkan kontribusinya relatil’ keell terhadap PAD
dar Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah penerimaannya telah
mencapai target yang telah ditentukan.

Berdasarkan undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang TPajak
Daerah dan Retribusi Dacrah, jenis Pajak daerah yang dapat dipungut oleh
pemerintah kabupaten/kota yaitu pajak hotcl, pajak restoran, pajak hiburan,
pajak reklame, pajak pencrangan jalan, pajak pengolahan bahan galian
golongan C, pajak park’r. Sedangkan jenis Retribusi Dacrah vang dapat
dipungut dibagi atas tiga golongan yaiw retribusi jasa umum, retribusi jasa
usaha, retribusi perizinan terientu. Berikut ini adalah anggaran dan reaiisasi

penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Diagrah Penerintah Kota Palembang

Label 11
Anggaran dan Realisasi Pencrimaan Pajak Dacerah Pemerintah
Kota Palembang Tahui 2004-2006
(Dalam Rupiak)

Tahun Anggaran R calisasi Persentase
2004 39.339.006.682,00 26.92:.506.394,50 68,44%
2005 £4.100.000.000,00 34.484.692.117.00 78.20%

© 2006 | 43.225.000.000,00 | 40.657365.155.80 |  94.04%

Sumber : Pemerintah Kota Palembang Tahun 2( 04-2006
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Berdasarkan tabel 1.1 diatas pada anggaran dan realisasi penerimaan pajak
dacrah tahun 2004 mengalami sclisih scbesar (12.413.500.287,50) dimana
anggarannya sebesar 39.339.006.682,00 dan realisasi penerinaannya scbesar
26.925.506.394,50. pada tahun 2005 selisih realisasi dengan anggaran mengalami
penurunan  sebesar  (9.611.307.883,00) dimana  anggarannya  scbesar
44.100.000.000,00 dan realisasi penerimaanrya scbesar 34.488.692.117,00. pada
tahun 2006 juga terjadi penururan selisih r:alisasi dengan anggaran sebesar

(2.572.634.844,20) dimana anggarannya scbesar 43.225.000.000,00 dgan realisasi

Tabel 1.2
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Dacrah Pemerintah
Kota Palembang Tahun 2004-2006
(Dalam Rupiah)

Tahun Anggaran ' Realisasi Persentase
2004 31.478.935.500,00 | 27.431.655.574,50 87,16%
2005 51.755.251.000,00 | 36.99:.982.451,25 C7:,48% |
2006 61.041.972.527,00 | 37.01::.633.853.50 60,64%

Sumber : Pemerintah Kota Palembang Tahun 21104-2006

Berdasarkan tabel 1.2 diatas pada anggarar dan realisasi penerimaan
retribusi  daeral.  tahun 2004 menge.ami  selisih  ncgatif  sebesar
(4.039.279.925,50)  dimana  anggaran  retribusi  dacrah  schesar
31.478.935.500,00 dan realisasi pencrimaan sebesar 27.439.655.574,50. Pada
tahun 2005 selisih  negatif  mengalami  peningkatan  scbesar

(14.759.268.548,80)  dimana  anggaran  retribusi  daerah  sebesar



51.755.251.000,60 dan realisasi penerimaan sebesar 36.995.982.451,25. Pada
tahun 2006 juga terjadi peningkatan selisth negatif sebesar
(24.025.338.673,50) dimana  anggaran  retribusi  daerah  sebesar
61.041.972.527,00 dan realisasi penerimaan sebesar 37.016.633.853,50.

Pada tabel 1.1 dan 1.2 diata: menunjukan bahwa perbandingan
anggaran dan realisasi penerimaan FPajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pemerintah Kota Palembang pada Tahun 2004 sampai dengan 2006 dapat
dilihat jelas bahwa realisasi penerimaat Pajak Daerah dan Retribusi Daecah
lebih kecil dari pada anggaran, sehingga hal ini mengindikasi realisasi
penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Palembang belum
maksimal karena disebabkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak
mencapai atau memenuhi target yang telah ditetapkan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan
penelitian dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Menyebabkan Ticak
Tercapainya Anggaran Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pada

Pemerintah Kota Palembang”.

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang se¢belumnya, maka dapat dirumuskan
masalan sebagai berikut:
I. Faktor-fakior apa yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan
Pajak Daerah dan jenis Pajak Dacrih yang manakah yang paling rendah

pencapaian targetnya pada Pemerintan Kota Palembang ?




2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan tidak tercapainya target penerimaan

Retribusi Daerah dan jenis Retribusi Daerah yang manakah yang paling
rendah pencapaian targetnya pada Pemerintah Kota Palembang ?

Langkah-langkah apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang
dalam mengatasi tidak tercapainya anggaran penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan

dari penelitian ini adalah:

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan tidak tercapainya
target penerimaan Pajak Daerah dan untuk mengetahui jenis Pajak Daerah
yang paling rendah pencapaian targetnya pada Pemerintah Kota
Palembang.

Untuk mengetahui faktor-faltor vang menyebabkan tidak tercapainya
target penerimaan Retribusi Daeral' dan untuk mengetahui jenis Retribusi
Daerah yang paling rendah pencapaian targetnya pada Pemerintah Kota
Paiembang.

Untuk mengetahui langkah-langkal' yang dilakukan oleh Pemerintah Kota
Palembang dalam mengatasi tidak tercapainya anggaran penerimaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD).



D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk pihak-

pihak sebagai berikut :

1.

Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan
bagi penulis terutama dalam bidang akuntansi sektor publik dan untuk
mengaplikasikan ilmu ekonomi yang telah didapat.

Bagi Pemerintah Kota Palembang

Hasil penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan yang mungkin akan
bermanfaat bagi instansi dalam upaya mencari jalan keluar untuk setiap
masalah yang timbul dengan tujuan agar tercapainya anggaran penerimaan
Pendapatan Asli Daerah Pemerintal Kota Palembang dimasa mendatang.
Bagi Almamater

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi dan dapat digunakan
sebagai bahan pertimbangan penting bagi penelitian serupa di masa yang

akan datang.



BAB I

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Sebelumnya

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan M. Ali Akbar
(2008), berjudul Analisis Faktor-faktor Penyebab Tidak Tercapainya Target
Retribusi Jasa Usaha Pasar Grosir «tau Pertokoan Di Kabupaten Musi
Ranyuasin. Perumusan masalah yang diangkat adalah faktor-faktor apa yang
menyebabkan tidak tercapainya target retribusi jasa usaha pasar grosir atau
pertokoan di Kabupaten Musi Banyuisin. Tujuan dilakukannya penelitian
adalah untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebababkan tiduk
tercapainya target retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan di
Kabupaten Musi Banyuasin. Data yang Jigunakan adalah data primer dan data
sekunder. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah melalui
wawancara dan dokumentasi. Kesimpulan dari skripsi ini adalah faktor-fakior
penyebab tidak tercapainya target retribusi jasa usaha pasar grosir atau
pertokoan di Kabupaten Musi Banyuasin adalah penetapan target belum
realistis, adanya kebocoran dan kelolosan, tidak adanya penjelasan mengenai

klasifikasi sikap dari para penyewa petak dan gedung.

B. Landasan Teori

1. Pengertian Keuangan Daerah

Keuangan Daerah diatur melalui Keputusan Merteri Dalam Negeri




jawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan
perhitungan anggaran pendapetan can Belanja Daerah. Menurut Pasal |
huruf (a) Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, pengertian Keuangan
Daerah adalah sebagai berikut :

“Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam
rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan
uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan
dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka anggaran

pendapatan dan belanja daerah”.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang
Perimbangan Keuangan antar: Pemerintah Pusat dan Pemerirtah
Daerah yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun
2004, dalam Pasal 1 ayat 18 enyatakan bahwa, “ Pendapatan Asli
Daerah, yang selanjuinya dicebut PAD adalah pendapatan yang
diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai
dengan Peraturan Perundang-undangan”.

Abdul Haiim (2004:67 menyatakan bahwa Pendapatan Asli
Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber
ekonomi asli daerah.

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999

Tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi menjadi Undang:



undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa, “Pendapatan A.sli
Daerah yaitu hasil daerah yang heseluruhan pendapatan diperoleh aari
hasil pajak daerah, retribusi dae-ah, perusahaan milik daerah dan hasi'
penyetoran kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain-
lain daerah yang sah setiap tahunnya”.

. Sumber — sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-undarg Nomor 25 Tahun 1999 Pasal 6
Tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daeruh
yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004,
disebutkan bahwa Pendapatan A sli Daerah bersumber dari :

) 1) Pajak Daerah
Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi
atau badan kepada daerah t:inpa imbalan langsung yang seimbang,
yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan
yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraar.
Pemerintahan Daerah dan P2mbangunan Daerah.

2) Retribusi Daerah
Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa
atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh Pemerintah Daerah  untuk kepentingan orang
pribadi atau badan.

3) Hasil Perusakan Milik Dacrah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan

Milik Daerah yang dipisahkan




Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan
milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang
berasal dari hasil perusanaan milik daerah dan pengelolaan
kekayaan daerah yang dipisahkan. Misalnya laba deviden,
penjualan saham milik daerah.
4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) vang sah merupakan
penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah

daerah. Misalnya asset tetar, jasa giro.

3. Pajak Daerah
a. Pengertian Pajak Daerah

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh
negara (pemerintzh) berdasarkan undang-undang yang bersifat dapat
dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak
mendapat prestasi kembali (kor fra prestasi/balas jasa) secara langsung,
yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pengeitian
Pajak Dacrah adaiah iuran wajib yang dilakukan oleh orang
pribadi/badan kepaia daerah tanpa langsung yang seimbang, yang
dapat dipaksakan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku, vang
digunakan untuk membiayai penyelenggaran pemerintah dacrah dan

pembangunan daerah.



Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 pasal 2
ayat (1) jenis pajak yang dapat dipungut oleh pemerintah
kabupaten/kotamadya terdiri dari :

1) Pajak hotel

2) Pajak restoran

3) Pajak hiburan

4) Pajak reklame

5) Pajak penerangan jalan

6) Pajak pengoiahan bahan galian golongan C
7) Pajak parkir

. Unsur-unsur Pajak Daerah

Unsur-unsur pajak daer.h menurut Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 yang dipapariian oleh Abdul Halim (2004:67)
menjelaskan bahwa pajak daerah dapat dibedakan kedalam pajak
provinsi dan pajak kabupaten/kotamadya yang diatur dalam pasal 2
ayat (1) dan (2) yang berbunyi :

1) lJenis pajak provinsi, terdiri dari :
a) Pajak kendaraan bermotor dan pajak kendaraan di atas air
b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kandaraan di atas air
¢) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor
d) Pajek pengambilan dar pemanfaatan air bawah tanah dan air
permukaan. |

2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari :



C.

a) Pajak hotel

b) Pajak restoran

¢) Pajak hiburan

d) Pajak reklamc

e) Pajak penerangan jalan

f) Pajak parkir

Tarif Pajak Daerak

Menurut  Marihot . Siahaan (2005:62) tarif dari masing-

masing jenis paiak adalah sebagai berikut :

1)

2)

3)

4)

3)
6)
7)
8)

9)

Pajak Kendaraan Bermotor clan Kendaraan di Atas Air sebesar 5 %
Bea Balik Nama Kendaraan Bermctor dan Kendaraan di Atas Air
sebesar 10 %

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar 5 %

Pajak pengambilan dan Pemanraaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan sebesar 20 %

Pajak Hotel sebesar 10 %

Pajak Restoran sebesar 10 %

Pajak Hiburan sebesar 35 %

Pajak Reklame sebesar 25 %

Pajak Penerangan Jalan sebesar 10 %

10) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C sebesar 20 %

11} Pajak Parkir sebesar 20 %



d. Ciri-ciri Pajak Daerah

Menurut Marihot P. Siihaan (2005:8) ciri-ciri yang melekat

pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut :

1

2)

3)

4)

3)

6)

Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun
pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan undang-undang serta
aturan pelaksanaannya.

Pembayaran pajak harus masuk kepada kas negara, yaitu kuas
pemerintah pusat atau kas pemerintah daerah (sesuai dengan jenis
pajak yang dipungut).

Dalam pembayaran pajak :idak dapat ditunjukan adanva kontra
prestasi individu oleh pemerintah (tidak ada imnbalan langsung
yang diperoleh si pembayar pajak).

Penyelenggaraan  pemerirtahan secara umum  merupakan
manifestasi kontra prestasi dari negara kepada para peinbayar
pajak.

Pajak dipungut karena adanya suaiu keadaan, kejedian, dan
perbuatan yang menurut peraturan perundang-undangan pajak
dikenakan pajak.

Pajak memiliki sifat dapat dipaksakan. Artinya wajib pajax yang
tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak, dapat dikenakan
sanksi, baik sanksi pidana rnaupun denda sesuai dengan ketentuan

yang berlaku.



€.

Objek, Subjek, dan Wajib Pajak
1) Objek Pajak

Menurut Marihot P. Siabaan (2005:55), Undang-undang Nomor
18 Tahun 1997 maupun Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tidak
secara tegas dan jelas menentukan apa yang menjadi objek pajak pada
setiap jenis pajak daerah, tetapi menyerahkannya pada peraturan
pemerintah. Penentuan yang menjadi objek pajak daerah pada saat ini
dapat dilihat pada peraturan perserintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang
pajak daerah, yang merupakar pangganti dari peraturan Pemerintah
Nomor 19 tahun 1997 tentang pajak daerah. Hal ini merupakan
penentuan objek pajak secara imum, mengingat pemberlakuan suatu
jenis pajak daerah pada suatu provinsi atau kabupaten/kota ditetapkai
dengan peraturan daerah, untu< mengetahui apa yang menjadi obiek
pajak harus dilihat apa yang ditetapkan peraturan daerah dimaksud
sebagai objek pajak.

Menurut  Sunarto (2005: 19), yang menjadi objek pajak untuk
masing-masing pajak daerah adalah :

a) Pajak Hotel

Objek pajak adalah penibayaran yang disediakan hotel dengan
pembayvaran, termasuk :

(1) Fasilitas penginapan atau fasilitas tinggal jangka pendek




b)

(2) Pelayanan penunjang sebagai kelengkapan fasilitas
penginapan atau tinggal jangka pendek yang sifainya
memberikan kemudehar dan kenyamanan

(3) Fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan khusus
untuk tamu hotel, bukan untuk umum

(4) Jasa persewaan ruangan untuk kegialan acara atau
pertemuan di hotel

Objek pajak hotel dikecualikan terhadap beoerapa objek berikut

(1) Penyewaan ruman atau kamar, apartemen, dara atau
fasilitas tempat tinggal lainnva yang tidak menyatu dengan
hotel

(2) Pelayanan tinggal di asrama dan pondok pesantren

(3) fasilitas olahraga dan hiburan yang disediakan di hotel yang
dipergunakan oleh bukan tamu hotel dengan pembayaran

(4) Pertokoan, perbnkar salon yang dipergunakan olch umum
dihotel

(5) pelayanan perjalan vvisata yang diselenggarakan oleh hotel
dan dapat dimanfaatlan oleh umum

Pajak Restoran

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan

restoran dengan pemnbayarar .

Dikecualikan dari pajak restoran adalah :
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(1) Pelayanan usaha jas: boga atau catering

(2) Pelayanan vang dise liakan oleh restoran atau rumah makun
yang peredarannya tidak melebihi batas tertentu yang
ditetapkan dengan p:raturan daerah

¢) Pajak Hiburan

Objek pajak hiburan yakni penyclenggara hiburan vang
dipungut bayaran. Objek pajak hiburan dikecualikan terhadap
penyelenggara hiburan yang tidak dipungut bayaran seperti hiburan
yang diselenggarakan dalam rangka pernikahan, upacara adai, atau
kegiatan keagamaan.
d) Pajak Reklame

Objek pajek reklame adalah semua penyelenggara reklame.
Objek pajak reklame dikecualikan terhadap :

(1) Penyelenggaraan reklame melalui internet, televise, radio,
warta harian, warta mingguan, warta bulanan, dan
sejenisnya, dan

(2) Penyelenggaraan reklame lainnya yang ditetapkan dengan
peraturan daerah.

e) Pajak Penerangan Jalan

Objek pajak penerangan jalan yakni penggunaan tenaga listrik,
di wilayah yang tersedia penerangan jalan yang rekeningnya
dibayar oleh pemerintah daeran. Pajak penerangan jalan

dikecualikan terhadap bebe -apa objek berikut :
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(1) Penggunaan tenaga listrik oleh instansi pemerintah pusat
dan pemerintah daerah.

(2) Penggunaan listrik pada tempat-tempat yang digunakan
oleh kedutaan, konsulat, perwakilan asing, dan lembaga-
iembaga internasional dengan asas timbal balik.

(3) Penggunaan tenaga listrik yang berasal bukan dari
Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan kapasitas yang
tidak memerlukan izin dari instansi teknis terkait.

(4) Penggunaan tenaga listrik lainnya yang diatur dengan
peraturan daerah.

f) Pajak Pengambiian Bahan Galian Golongan C

Objek pajak pengambilan bahan galian golongan C yakni
kegiatan pengambilan bahan galian golongan C, meiiputi : Asbes,
Batu Tulis, Batu Setengab, Permata, Batu Kapur. Granit, Gips,
Kalsit, Kaolin, Pasir dan Kerikil, Pasir Kuarsa, Perlit, Phospat,
Batu Permata, Batu Apung, Betonit, Dolomite, Feldspar, Garam
batu, Grafit, Leusit, Magresit, Mika, Marmer, Nitrat, Opsiden,
Oker, talk, Tanah Serap (i‘ullers Earth), Tanah Diamute, Tanah
Liat, Tawas, Tras.

Objek  pajak pengambilan bahan galian golongan C

dikecualikan terhadap kegiatan berikut :

(1) Pengambilan bahan galian golongan C yang nyata-nyata

tidak dimaksudkar. untuk mengambil bahan galian



golongan C tersetut dan tidak dimanfaatkan secara
ekonemis.

(2) Pengambilan bahan galian golongan C lainnya ditetapkan
dengan peraturan dacrah.

g) Pajak parkir

Objek pajak parkir vakn penyelenggaraan tempat parkir di 'uar
badan jalan, baik yang dise Jiakan berkaitan dengan pokok usaha
maupun yang disediakan sebagai usaha, termasuk penyediaan
tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi kendaraan
bermotor yang memungut bayaran. Pajak parkir dikecualikan
terhadap beberapa objek berikut :

(1) Penyelenggaraan tempat parkir oleh pemerintah pusat dan
pemerintah daerah.

{2) Penyeienggaraan  oarkir oleh kedutaan, konsulat,
perwakilan asing, dan lembaga-lembaga internasional
dengan asas timbal balik.

(3) Penyelenggaraan tempat parkir lainnya yang diatur dalam
peraturan daerah.

2) Subjek Pajak dan Wajib Pajuk

Menurut Marihot P. Siahaan (2005:56), dalam pemungutan pajak
daerah, terdapat dua istilah yang kadang disamakan walaupun
sebenarnya memiliki pengertian berbeda, yaitu subjek pajak dan wajib

pajak. Dalam beberapa jenis pajak, seperti pajak Kendaraan Bermotor
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dan Kendaraan di Atas Air, subjek pajak indentik dengan wajib pajek,
yaitu setiap orang atau badan yaag memenuhi ketentuan sebagai subjek
pajak diwajibkan untuk membayar pajak sehingga secara ctomatis
menjadi wajib pajak. Sementare. itu, pada beberapa jenis pajak daerah
yang lain, seperti najak hotel, pihak yang menjadi subjek pajak (yaitu
yang melakukan pembayaran pajak) tidak sama dengan wajib pajak,
yaitu pengusaha hotel yang diberi kewenangan untuk memungut pajak
dari konsumen (subjek pajak). Oleh karena iw, kedua istilah tersebut,
yaitu subjek pajak dan wajib pajak harus dipahami secara benar.
Subjek pajuk merupakan crang pribadi atau badan yang dapat
dikenakan pajak daerah. Dengan demikian, siapa saja, baik orang
pribadi atau badan, yang memenuhi syarat otjektif yang ditentukan
dalam suatu peraturan daerah tentang pajak daerah, akan menjadi
subjek pajak. Sementara itu, wajib pajak adalah orang pribadi atau
badan yang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan dasrah
diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terhutang,
termasuk pemungut atau pemotong pajak terientu. Oleh sebab itu,
seseorang atau suatu badan menjadi wajib pajak apabila telah
ditentukan oleh peraturan daera untuk melakukan pembayaran pajak,
serta orang atau badan yang diberi kewenangan untuk memungut pajak
dari subjek pajak. Hal ini m:nunjukan bahwa wajib pajak dapat

merupakan subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak
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maupun pihak lain, yang bukan merupakan subjek pajak, yang

berwenang untuk memungut pajak dari subjek pajak.

Pengertian siapa yang menjadi subjck pajak dan wajib pajak pada
suatu jenis pajak daerah ditentul:an secara jelas dalam peraturan daerah
yang mengatur pajak daerah borsangkutan. Penetapan apakah subjck
pajak sama dengan wajib »ajak terganung pada jenis pajak
bersangkutan. Hal ini dapat lerlihat sesuai dengan definisi yang
ditetapkan dalam peraturan daer ah dimaksud.

Dasar Pengenaan Pajak

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 200 dengan tegas
menetapkan dasar pengenaan pajak untuk setiap jenis pajak daerah.

Dasar pengenaan pajak provins' (Marihot P. Siahaan, 2005:64) adalah

sebagai berikut :

1) Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual kendaraan
serta faktor-faktor penyesuaian yang mencerminkan biaya
ekonomis yang diakibatkunoleh penggunaan kendaraan bermotor,
misalnya kerusakan jalan dan lingkungan. Sementara itu, pajak
Kendaraan di Atas Air dikenakan atas nilai jual kendaraan di atas
air.

2) DBea Balik Nama Kendaraan Bermotor dikenakan atas nilai jual
kendaraan bermotor. Sementara itu, Bea Balik Nama Kendaraaa di

Atas Air dikenakan atas nila/ jual kendaraan di ata air.



3) Pajak bahan Bakar Kendarian Bermotor dikenakan atas nilai jual
bahan bakar kendaraan bermotor.

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air
Permukaan dikenakan atas nilai perolehan air yang diambil dan
dimanfaatkan, antara lain berdasarkan jenis, volume, kualitas ¢ir
yang diambil dan lokasi sumber air.

Sedangkan untuk dasar pengenaan pajak kabupaten / kota
(Marihot P. Siahaan, 2005:64) adalah sebagaimana disebut di bawah
ini:

1) Pajak Hotel dikenakan aias jumlah pembayaran yang dilakukan
kepada hotel.

2) Pajak Restoran dikenakan atas jumlah pembayaran yang dilakukan
kepada restoran.

3) Pajak Hiburan dikenakan atas jumlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

4) Pajak Reklame dikenakan ztas nilai sewa reklame yang didasarkan
atas nilai jual objek pajak reklame dan nilai strategis pemasangan
rekiame.

5) Pajak Penerangan Jalan dikenakan atas nilai jual tenaga listrik yang
terpakai.

6) Pajak Pengambilan Bahan Gialian Golongan C dikenakan atas nilai

jual hasil pengambilan bahan galian golongan C.
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7) Pajak Parkir dikenakan atas penerimaan penyelenggaraan parkir
yang berasal dari pembayaran atau yang seharusnya dibayar untuk
pemakaian ternpat parkir ke 1daraan bermotor.

4. Retribusi Derah
a. Pengertian Retribusi Daerah

Menurut pasal 1 angka 26, Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 pengertian retribusi dacrah adalah pungutan daerah sebagai
pembayaran atas jasa/pemberizn izin tertentu khusus disediakan atau
diberikan oleh pemerintan daerah untuk kepentingan orang
pribadi/badan.

Menurut Indra Bastian dan Gatct Soepriyanto (2003:90)
pengertian Retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh
pemerintah daerah atas pelayanan dan pembangunan fasilitas-fasilitas
umum yang disediakan oleh pemerintah daerah bagi kepentingan
masyarakat sesuai Peraturan Daerah yang berlaku.

b. Penggolongar Retribusi Daerah

Menurut pasal 18 ayat (2) Undang-undang Nomor 34 tahun
2000 dan Peraturan Pemerintih Nomor 66 Tahun 2001 retribusi
daerah dibagi atas tiga golongar :

1) Retribusi jasa umum
Adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan olch
pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan pemanfaatan

umum serta dapat dinikmati oleh orang atau badan.
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Jenis-jenis retribusi jasa um im adalah :

a)
b)

c)

d)

1))

Retribusi pelayanan kes:hatan

Retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan
Retribusi penggantian tiaya cetak Kartu Tanda Penduduk dan
Akte Catatan Sipil

Retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat
Retribusi peiayanan parxir di tepi jalan umum
Retribusi pelayanan pasar

Retribusi pengujian kendaraan bermotor

Retribusi pemeriksaan zlat pemadam kebakaran
Retribusi penggantian biaya cetak peta

Retribusi pengujian kapal perikanan

Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18

ayat 3 huruf a. reiribusi jasa umum ditentukan berdasarkan kriteria

sebagai berikut :

a)

d)

Retribusai jasa umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan
retribusi jasa usaha atav retribusi perizinan tertentu.

Jasa yang bersangkutar merupakan kewenangan dacrah dalam
rarigka pelaksanaan asas desentralisasi.

Jasa terscbut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi
atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping
untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.

Jasa tersebut layak unti k dikenakan retribusi.



2)

)

g)
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Retribusi  tersebut tidak bertentangan dengan kebijakan
nasioanal mengena: penyzlenggaraannya.

Retribusi tersebut dapat dipungut secara efektif dan efisien
serta merupakan satu sumber pendapatzan daerab yang
potensial.

Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut

dengan tingkat dan atau l.ualitas pelayanan yang lebih baik

Retribusi jasa usaha

Adalah retribusi atas jasa yeng disediakan oleh pemerintah daerah

dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat

pula disediakan oleh sektor ¢ wasta.

Jenis-jenis retribusi jasa usalia adalah :

a)
b)
c)

d)

s)
K)

Retribusi pemakaian kekayaan daerah

Retribusi pasar grosir dan atau pertokoan
Retribusi tempat pelelangan

Retribusi terminal

Retribusi tempat parkir khusus

Retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa
Retribusi penyedotan kakus

Retribusi rumah potong hewan

Retribusi pelayanan pele buhan kapal

Retribusi tempat rekreasi dan olahraga

Retribusi penyeberangan diatas air




3)
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I) Retribusi pengolahan liribah cair
m) Retribusi penjualan procuksi usaha daerah

Menurut Undang-l ndang Nomor 34 Tahun 2000 pasal 18
ayal 3 huruf b, retribusi jasa usaha ditentukan berdasarkan kriteria
sebagai berikut :

a) Retribusi jasa usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan
retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu.

b) Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial
yang seyogianya disediakan oleh sector swasta, tetapi belum
memadai atau terdapatrya harta yang dimiliki/dikuasai daerah
yang belum cdimanfaatkan secara penuh oleh pemerintahan
daerah. Pengertian hara adalah semuah harta bergerak daa
tidak bergerak, tidak termasuk uang kas, surat-surat berharga,
dan harta lainya yang bersifat lancar {current asset).

Retribusi perizinan tertentu
Adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam
rangka pemberian izin keoada orang pribadi atau badan yang
dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan
pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber
daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna
melindungi  kepentingan umum dan menjaga kelestarian
lingkungan.

Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu adalah :
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a) Retribusi izin mendirikan bangunan

b) Retribusi izin tempat perjualan minuman beralkohol

¢) Reiribusi izin gangguan

d) Retribusi izin irayek

Menurut Undang-Undang Nomor 34 tahun 2000 Pusal 18

ayat 3 huruf ¢, retribusi perizinan tertentu ditentukan berdasarkan

kriteria scbagai berikut :

a) Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang
diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi.

b) Perizinan tersebut beniu-benar diperlukan guna melindungi
kepentingan umum.

¢) Biaya yang menjadi betan daerah dalam penyelenggaraan izin
tersebut dan biaya untux menanggulangi dampak negatii dari
pemberian izin terscbut cukup besar sehingga layak dibiavai

dari retribusi perizinan.

c. Objek dan Subjek Retribusi Daerah
Objek Retribusi Daerah adalah berbagai jenis jasa tertentu yang
disediakan oleh pemerintah dacrah. Tidak semua jasa yang diberikan
oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis-
jenis jasa itertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak

dijadikan scbagai objek retribus .



Menurut pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 34 Tahun

2000 tentang Paiak Daerah dan Retribusi Daerah, objek retribusi terdiri

dari tiga kelompok rasa,yaitu :

1

3)

Jasa Umum

Adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah
untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat
dinikmati oleh orang pribzdi atau badan. Jasa umum antara lain
meliputi pelayanan kesehatan dan peiayanan persampahan.

Jasa Usaha

Adalah jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah, deagan
menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasia.  Jasa usaha antara lain meliputi
pentewaan asset yang dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah,
penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat
pencucian mobil, dan penjualan bikit.

Jasa Tertentu

Adalah kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka
pemberian izin kepada orany; pribadi atau badan yang dimaksudkan
untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas
kegiatan, pemanfaatan ru:ng, pengunaan sumber daya alum,
barang, prasarana, sarana, «tau fasilitas tertentu guna melindunzi

kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Sedangkan yang menjadi subjek Retribusi adalah orang atau badan.




d. Ciri-ciri Retribusi Daerah
Menurut Marihot P &iahaan (2005:7) beberapa ciri yang
melekat pada retribusi daerah saat ini adalah :
1) Retribusi merupakan purgutan yang dipungut berdasarkan
Undang-undang Peraturan daerah
2) Hasil penerimaan retribusi niasuk kas pemerintah daerah
3) Pihak yvang membayar retribusi mendapatkan kontrak prestasi atau
balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran
yang dilakukannya
4) Retribusi terhutang apabila ada jasa-jasa yang diselenggarakan olch
pemerintah daerah yang din'kmati oleh orang atau badan
5) Sanksi yang dikenakan pada retribusi daerah adalah sanksi secara
ckonomi yaitu jika tidak membayar retribusi tidak akan

memperoieh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.

¢. Dasar Hukum Pemungutan Retribusi Daerah
Dasar hukum pemungitan retribusi daerah adalah sebagai
berikut :
1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai revisi Undang-
undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah.
2) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagai revisi andang-
undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
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3) Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

4) Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi
Dacrah.

5) Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah.

Retribusi daerah dalam pelaksanaannya ditetapkan melalui
Peraturan Daeran. Menurut Pasal 24 ayat 3, Undang-undang Nomor 34
Tahun 2000 tentang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah bahwa
peraturan daecah tentang retribusi sekurang-kurangnya mengatur
ketentuan mengenai :

1) Nama, objek, dan subjek retribusi

2) Golongan retribusi sebagai dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2)

3) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa yang bersangkutan

4) Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tariff
retribusi

5) Struktur dan besarnya tari{ r >tribusi

6) Wilayah pemungutan

7) Tata cara pemungutan

8) Sanksi administrasi

9) Tata cara penagihan

10) Tanggal mulai berlakunya



f.
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Tarif Retribusi Daerah

Menurut Marihot P. Sic haan (2005:449) Tarif retribusi adualah
nilai rupiah atau peresentase tertentu yang ditetapkan untuk
menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif dapat
ditentukan seragam atau depat diadakan pembedaan mengeiai
penggolongan tarif sesuai dengan prinsip dan sasaran tarif tertentu,
misalnya perbedaan Retribus  Tempat Rekreasi antara anak dan
dewasa, Retribusi Parkir antaa sepeda motor dan mobil, Retribusi
Pasar antara kios dan los, dan Retribusi Sampah antara rumah tangga
dan industri. Besarnya tarif dapat dinyatakan dalam rupiah per unit
tingkat penggunaan jasa.

Tarif retribusi  ditinjau  kembali secara berkala dengan
memerhatikan  prinsip dan  sasaran penetapan tarif retribusi.
Kewenangan daerah untuk meninjau kembali tarif retribusi secara
berkala dan jangka waktu penerapan tarif tersebut, di maksudkan untuk
mergantisipasi perkembangan serekonomian daerah berkaitan dengan
objek retribusi yang bersangckutan. Dalam Peraturan Pemerintah
Nomor 66 Tahun 2001 dite apkan bahwa tarif retribusi ditinjau

kembali paling lama tima tahun sexali.



34

membayar lebih tinggi bila pelayanan yang diterima sama saja kualitas
dengan kuantitasnya.

Menurut  Kunarjo (2001:178) untuk mengatasi rendahnya
penerimaan  daerah dalam pemtiayaan pembangunan, pada umumnya
pemerintah dapat melakukan dua pendekatan yaitu intensifikasi dan
ckstensifikasi.

Untuk melakukan pendelatan intensifikasi, maka yang harus
dilakukan adalah :

a. Kemampuan sumber daya harus ditingkatkan
b. Koordinasi antara karyawan dan instansi terkait dikembangkan
c. Kualitas pelayanan diperbaiki

Sedang usaha untuk ekster sifikasi dilakukan dengan cara sebagai

berikut :

a. Pendekatan objek dan subjek p.ajak retribusi

b. Penggaiian sumber-sumber baru

¢. Pembuatan peraturan-pecaturan  daerah yang lebih scsuai dengan
perkembangan keadaan.

Intensifikasi adalah suata tindakan atau usaha-usaha urtuk
memperbesar penerimaan dengan cara melakukan pemungutan vang lebih
giat, ketat dan teliti (Dedi, dalam Halim, 2004:109). Dalam usaha
intensifikasi akan mencakup aspek kelembagaan, aspek ketatalaksanaan

dan aspek personalia yang pelaksanaannya meliputi :



a.

Memperbaiki / menyesuaikan aspek  kelembagaan atau organisasi
pengelola PAD, berikut perangkatnya sesuai dengan secara optimel
sistem dan prosedur MAPATDA (Marual Administrasi Pendapatan
Daerzah).

Memperbaiki / menyesuaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi
maupun operasional, meliputi :

1) Penyesuaian / penyempurnaan administrasi pungutan

2) Penyesuaian tarif

3) Penyesuaian sistem pelaksaiaan pungutan

Peningkatan pengawasan dan pengendalian. Bagaimanapun baiknya
perencanaan jika tidak disertai dengan pengawasan dan pengendalian
vang efektif bisa saja terjadi kebocoran-kebocoran. Untuk itu perlu
dilakukan pengawasan dan pengendalian, meliputi :

I} Pengawasan dan pengendalian yuridis

2) Pengawasan dan pengendal an teknis

3) Pengawasan dan pengendal an penata-usahaan

Peningkatan Sumber Daya Meénusia. Dapat dilakukan dengan kursus
keuangan daerah, juga program pendidikan dan pelatihan vang
berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah.

Meningkatkan kegiatan penyuliihan kepada masyarakat, baik langsung
maupun melalui media radio, televisi ataupun selebaran untuk
menumbuhkan kesadaran masyarakat membayar pajak mauvpun

retribusi.
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Ekstensifikasi adalah usaha — usaha untuk menggali sumber —
sumber PAD yang baru, namun tidak bertentangan dengan kcbijakan
pokok nasional yakni pungutan pajak dan retribusi daerah yang
dilaksanakan tidak semata — mata untuk menggali pendapatan daerah
berupa sumber penerimaan vang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan
fungsi fiskal lainnya agar tidak meinberatkan bagi masyrakat (Dedi, dalam
Halim, 2004:109). Upaya — upaya ckstensifikasi adalah sebagai berikut :

a. Memberikan penyuluhan kepada wajib pajak dan retribusi

b. Menambah objek pajak dan retiibusi yang baru



BAB 111

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2006:1 1), jenis penelitian jika ditinjau dari dngkat

eksplanasinya ada tiga macam yaitu :

Penelitian Deskrintif

Penelitian deskriptif adalah peneliiian yang dilakukan untuk mengetahui
nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independent) tanpa
membuat perbandingan, atau mengnubungkan antara variabel satu dengan
variabel yang lain.

Penelitian Komparatif

Penelitian komparatif adalah penclitian yang bersifat membandingkan.
Disini variabelnya masih sama dengan penelitian variabel mandiri tetapi
sampel yang iebih dari satu, atau dalam waktu yang berbeda.

Penelitian Asosiatif/Hubungan

Penelitian asosiatif adalah penelitan yang bertujuan untuk mengctahiii
hubungan antara dua variabel atau lzbih.

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini

adalah penelitian deskriptif yaitu suitu penelitian yang dilakukan untuk

mengetahui analisis faktor-faktor yuang menyebabkan tidak tercapainya

anggaran penerimaan PAD.
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B. Tempat Penelitian
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Penelitian ini dilakukan pad. Pemerintah Kota Palembang yang

beralamat di Jalan Merdeka No. 1 Pzle nbang.

C. Operasionalisasi Variabel

Operasionalisasi variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 111.1

Operasionalisasi Variabel

lercapainya
Pajak Dacrah

larget

2. | Faktor-faktor yang
menyebabkan tidak
tercapainya target
Retribusi Daerah

3 | Langkah-langkah
yang dilakukan
PPemerintah Kota
Palembang dalam
mengatasi tidak
tercapainya
anggaran
penerimaan PAD

tercapainya target Pajak
Daerah.

Hai-hal yang
menyebabkan tidak
tercapainya target
Retribusi Daerah.

Tindakan-tindakan yang
dilakukan Pecmerintah Kota
Palembang Jdalam
mengatasi tidak
tercapainya angzaran PAD

No Variabei Definisi Indikator
1. | Faktor-faktor yang | Hal-hal yang - Belum realistisnya dalam
menyebabkar  tidak | menyebabkan tidak penentuan target

- Belum efektifnya
pemberlakuan sanksi

- Rendahnya tingkat kepatuhan
membayar/kesadaran wajib
pajak

- Adanya penyimpangan-
penyimpangan yang dilahukan
oleh petugas

- Terbatasnya sumber
daya/petugas pelaksana
operasional di lapangan

Pendekatan intensifikasi
- Meningkatkan penga'vasan
dan pengendalian
- Menringkatkan Sumber Daya
Manusia
- Meningkatkan penyuluhar,
kepada masyarakat
Pendekatan ekstensifikasi
- Menambah objek pajuk dan
retribusi yang baru
- Memberikan penyuiuhan
kepada wajib pajak dan
retribusi

Sumber : Penulis, 2008
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D. Data Yang Diperlekan

Menurut Nur Indriantoro dan Bambang Supomo (2004:146} dilihat

dari cara memperolehnya data terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsunyg dari sumber asli

(tidak dari media perantara).

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber daia yang diperoleh peneliti secara tidak

langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat orang lain).

Data yang digunakan dalam pecnelitian ini adalah data primer dan data

sekunder. Data primer yang penulis peroleh dari wawancara langsung pada

bagian keuangan pemerintah Kota Pal :mbang mengenai keuangan daerah dan

data sekunder berupa :

a.

Sejarah Singkat Kota Palembang

b. Struktur Organisasi dan Pemba_zian tugas Pemerintah Kota Palembang

C.

d.

Visi dan Misi Pemerintah Kota Palembang

Anggaran dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kota
Palembang tahun 2004 — 2006

Anggaran dan realisasi Pajali Daerah Pemerintah Kota Palembang
tahun 2004-2006.

Anggaran dan realisasi Retribtsi Daerah Pemeriniah Kota Palembang

tahun 2004-2006
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E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Nan Lin (dalam W. Gulo 2002:116) teknik pengumpuian data

terdiri dari :

I. Pengamatan (Observasi)
Pengamatan (Observasi) adalah metode pengumpulan data dimana peneliti
mencatat informasi sebagaimana vang mereka saksikan selama penelitian.

2. Survey
Survey adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan instrument
untuk meminta tanggapan dari responden tentang sampel.

3. Wawancara
Wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan
responaen.

4. Kuesioner (angket)
Kuesioner atau angket adalah pertanyaan yang disusun dalam bentuk
kalimat tanya.

5. Dokumentasi
Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa
pada waktu yang lalu.

Teknik pengumpuian data yang akan digunakan dalam penelitian ini
adalah wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung
dengan bagian keuangan Pemerintah Kota Palembang. Sedangkan
dokumentasi dilakukan dengan cara rienyalin dokumen-dokuraen yang ada

pada tempat penelitian dan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian ini.
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F. Analisis Data dan Tcknik Analisis
Menurut Soeratno dan Lincolyn Arsyad (2003:126) analisis data terdiri
dari :
. Analisis Kualitatif
Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan jika data yang
dikumpulkan hanya sedikit, bersifat monografis atau berwujud kasus-
kasus schingga tidak dapat disusun <e dalam suatu struktur klasifikaioris.
2. Analisis Kuantitatif
Analisis kuantitatif adalah analisis yang dilakukan jika data yang
dikumpulkan berjumlah besar dan mudah diklasitikasikan ke dalam
kategori.

Analisis data yang akan digunal:an dalam penelitian ini adalah analisis
kualitatif, penulis akan menjelaskan daii teori-teori yang ada dalam buku-buku
referensi yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik analisis yang akan
digunakan dalam penelitian ini adalab menyajikan angka, tabel, dan uraian
penjelasan  mengenai  analisis faktor-faktor yang menyebabkan tidak

tercapainya anggaran penerimaan PAD pada Pemerintah Kota Palembang.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian
1. Sejarah Singkat Pemerintah Kota Palembang

Kota Palembang didirikan peda tahun 605 Shaka (atau 683 Masehi)
oieh Dapunta lyang. Kelahiran dan perkembangan Kota Palembang pada
dasarnya sejalan dengan lahir dan berkembangnya Kerajaan Sriwijaya.
Pada masa Kerajaan Sriwijaya nama Palembang belum dikenal, tetapi
iokasi pusat Kerajaan Sriwijaya adalah bertempat dengan letak Kota
Palembang sekarang. Setelah runtuhnya Kerajaan Sriwijaya b:drulah nama
Palembang dikeral dengan * Palimpong “, sebagai mana tersebut dalam
tulisan Cina Chufanshi. Selain itu juga dapat dilihat dari tuiisan
Wanglayuan yang berjudul Toaiéhilio (tahun 1349/1350) yang juga
menyebutkan “Palimpong™ untuk Kota Palembang. Dilihat dari sejarah ini
maka dapat diambil kesimpulan bahwa Kota Palembang sudah ada sejak
sekitar pertengahan abad ke-14 dar ketika itu telah merupakan sebuah kota

besar.

Secara Geografis Kota Palembang terletak pada 104°377-104"52”

~%

Bujur Timur dan 2°527-3°53” Lintang Selatan dengan ketinggian rata-
rata 12 meter diatas permukaan laut. Luas wilayah Kota Palembang adalah
400,61 km2 atau 40.061 Ha. B:tas wilayah Kota Palembang sebelah

Timur dan Uiara berbatasan dengan Kabupaten Banyuasin, Sebelah
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Sclatan dan Barat Berbatasan dengan Ogan llir dan Kabupaten Muara
Enim.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 23 Tahun
2000 yang telah diundangkan p:da tanggal 11 Desember 2000 dalam
l.embar Dacrah Kota Palembang, Tahun 2000 Nomor 24, Kecamatan
dalam Kota Palembang mengalami pemekaran dari 8 Kecamatan meajadi

14 Kecamatan serta 103 Kelurahar .

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintan Kota Palembang
Struktur organisasi Pemerintah Kota Palembang dipimpin coleh
scorang wali Xota dan dibantu seorang wakil wali kota, dan membawahi
sekretaris daerah yang membawahi tiga asisten yaitu asisten tata praja,
asisten ekonomi dan pembangunan, asisten administrasi. Berikut ini akan
diuraikan mengenai susunan orgarisasi Pemerintah Kota Palembang yaitu
sebagai berikut :
a. Wali Kota
b. Wakil Wali Kota
c. Sckretaris Daerah
d. Asisten Tata Praja
1) Bagian Tata Pecmerintahan

a) Sub Bagiar pemerintahan Umum

b) Sub Bagian Pemerintahan dan Batas Wilayah

¢) Sub Bagian Otonomi Daerah dan Kerja sama antar daerah

d) Sub Bagian Pembinaan Pemerintahan Kelurahan
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4)

e) Sub Bagian Perhubungan

Bagian Kesatuan Bangsa

a) Sub Bagian Kesatuan Bangsa

b) Sub Bagian Demokratisasi

¢) Sub Bagian penanganan masalah Aktual

Bagian Hukum Organisasi dan Tata Laksana

a) Sub Bagian Perundang-undangan, kajian hukum
dokumentasi hukum

b) Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum

¢) Sub Bagian kelembagaan, Analisa dan Formasi jabatan

d) Sub Bagian Ketatalaksanaan

Bagian Hubungan masyaral at

a) Sub Bagian Pengumpulian Informasi

b) Sub Bagian Pemberitaa

e. Asisten Ekonomi dan Pembang inan

1)

2)

Bagiar Perekonomian
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dan

a) Sub Bagian Perindustriun, Perdagangan dan Penanaman Modal

daerah
b) Sub Bagian Koperasi, P2ngusaha Kecil dan Menengah
¢) Sub Bagian Pertanian
d) Sub Bagian Pembinaan perusahaan di Daerah
Bagian Pembangunan

a) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan
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b) Sub Bagian Pemukiman dan Prasarana Wilayah
¢) Sub Bagian Penataan Ruang dan Lingkungan

3) Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan
a) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan

Perempuan
b) Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga
¢) Sub Bagian Agama
d) Sub  Bagian  Kesejahteraan  Sosial, Kesehatan  dan
Ketenagakerjaan
e) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan
t.  Asisten Administrasi

1) Bagian Keuangan
a) Sub Bagian Anggaran
b) Sub Bagian Pendapatan Daerah dan Verifikasi
¢) Sub Bagian Perbendaharaan
d) Sub Bagian Pembukuar

2) Bagian Umum dan Perleng<apan
a) Sub Bagian Proiokol
b) Sub Bagian Rumah Tar gga
¢) Sub Bagian Analisa Ke»utuhan dan Pengadaan
d) Sub Bagian Kekayaan iJaerah dan Perindustrian
¢) Sub Bagian Tata usaha dan Kepegawaian

fy Sub Bagian Sandi dan Pengolahan Data Elektronik




Gambar 1

¥l

Struktur Organisasi Pemerintah Kota Paiembang

WALI KOTA PELMBANG
WAKIL WALIKOTA
—_—

SEKRETARIS DAERAH

I

\ Assten hssten
Tata Prag Ekonomi dan Pembangunan Adminelrasi
| I
H I 1 | - | ] [ !
| e | Sogan i ‘ Bagan Bagen bagar Biaga- Bogn Bogar
! Taa Pemerrizren Kesatuan Bangsa Orgariasidan Houge Masyrat Peexoroman Pembarguan Keseprte-aan Susn oo Keugngan Umu dan Perengiapan
| | Tata laksara { ! Pemberdayaan Perempuen _|
i L I
r _—S-‘E‘_—' ! .0 Bagian Perafuran } I [— Sut: Ranian 1 ! Sub Ra.ian Parirdlistrian i | &hﬂﬂ:@nwsﬂ | i S Raan Perrirfivan I |r &ihﬂa:lm ﬁ I Suh Raoan —i
H  Pemeinaren -1 Per UL, Kajan Hukum Pergumpuari Iformas: | (< danPerdagagandan | H Pembanguren - Kebudayaan kepemudsaran| | Pendapatan Deerah | H Protorol
Umum | Doumertasi Ak Peranaman Modal Daerah dan Clafraga
Stb Bagan | s BaganBotan soBgmn | | [ SwBagenkopens s BaganPemuorencan| | | SwBagan St Bagan Sub Bagen Sard dar
= Pemerintahen dan Gen Penyuiuhan Hiam | Pembertaan = Pargusaha Kecl M Pracarane Wiayah » Agama M Anggaran | Pengolahan data elektronk
Batas Whayan hl dan menengah J |
Sub Bagaan Sub Bagen Kelembagaan Sub Bagan Sub Bagian Pereta Ruang Sub Bagian Keses Sosal Sub Bagan | | SubBagan Tata Usare
{ Otonomi Daerzh dan 1 Avalisa dan formesi Jabatan - Petarian L danligangan U] ¥es dan¥eteagakenaer | [ Parbentarraan H  dan Kepegawaan
Keriasama antar daerah
Sub Bagn |_ Sub Bagan Sub Bagan Pembirean Sub Bagan Sub Bagian SubBagan
= Pembiman Pemerntahan Ketatalaksanaz —  Persahaan di Daerah = Pemberdayaan = Pembukuan M Ruman Tangga
Kelrahan erempuen dan Verifiasi !
Sub tagian Sub Bagia: Araisa
Porhuturgan I Kebutuhan dan Pengadaan
. Sub Bagian Kexayaan
Sumber: Pemerintah Kota Palembang 2008 L{ " Daerah dan Pe-restrian

9t



47

3. Pembagian Tugas Pemerintah Kota palembang
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor | Tahun 2001 tentang
Pembentukan, Kedudukan, Tugis Pokok, Fungsi dan Organisasi

Sekretariat Daerah Kota Palembang, terdiri dari :

a. Kepala Daerah
1) Tugas Kepala Daerah
Fepaia Daerah mempunya tugas memimpin suatu daerah dan
membargun daerah demi peyelenggaraan dan pembangunan suatu
dacrah..
2) Fungsi Kepala Daerah
&) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah kepada
DPRD untuk dibahas bersama.
b) Mewakili dacrahnya di dalam dan di luar pzngadilan, dan dapat
menunjuk kuasa hukurm nntuk mewakilinya.
b. Wakil Kepala Daerah
1) Tugas Wakil Kepala daerah
Wakil Kepala Daerah memyunyai tugas membantu kepala daerah
dalam membangun daerah.
2) Fungsi Wakil Kepala Daerah
a) Mengkoordinasi  penyusunan  laporan  penyelenggaraan
pemerintahan.
b) Mengkoordinasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan dan

pemuda.



48

¢) Menghkoordinasi upaya pengembangan dan pelestarian sosial
budaya dan lingkungan hidup.
d) Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Daerah
dalam menyelenggarakan ke giatan pemerintahan daerah.
c. Sekretariat Daerah
1) Tugas Sekretariat dacrah
Sekretariat Daerah mempunyz i tugas membantu Kepala Daerah
dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan,
administrasi, dan tata laksaia serta memberikan pelayanan
administrasi kepada seluruh peringkat daerah (tugas pokok).
2) Fungsi Sckretariat daerah
a) Pengkoordinasian perumusun kebijakan Pemerintah Daeran.
b) Penyelenggaraan administrasi pemerintah.
¢) Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan
sarana nemerintah daerah.
d. Asisten Tata Praja
I) Tugas Asisten Tata Praja
Asisier Tata Praja mempunyai tugas melakukan pembinaan
penyelenggaraan  pemerintah, perhubungan, komunikasi serta
perumusan peraturan perundang-undangan.

2) Fungsi Asisien Tata Praja :
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Merumuskan bahan kebijakan, penyusunan prograrn dan
petunjuk teknis serta mmemantau penyelenggaraan pemerintahan
umum, kesatuan bangsa dan komunikasi.

Melakukan koordinasi } egiatan penyelenggaraan pemerintahan,
kesatuan bangsa dan komunikasi.

Menyusun bahan kebijakan dan  koordinasi  perumnsan

peraturan perundang-ur dangan.

Asisten Tata Praja terdiri dari :

a)

Bagian Tata Pemerintahan

Bagian Tata Pemecrintihan mempunyai tugas melaksanakan

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi pembina

penyelenggaraan pemerint: han ke kelurahan.

Fungsi Bagian Tata Pemerintahan :

(1) Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi
penyelenggaraan pemerintah umum.

(2) Mengumpulkan bahan pembinaan koordinasi
penyelenggaraan keagrariaan.

(3) Mengumpulkan bahan pemb:naan kocrdinasi
penyelenggaraan pembinaan pemerintah kelurahan.

Bagian Tata Pemerintahan ini terdiri dari :

(1) Sub Bagian Pemerintahan Umum;

(2) Sub Bagian Keagrariaan dan Batas Wilayah;

(3) Sub Bagian Otonoini Daerah dan Kerjasama Antar Daerah;
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(4) Sub Bagian Pembinaan Pemerintahan Kelurahan;

(5) Sub Bagian Perhubungan.
b) Bagian Kesatuan Bangsa

Bagian Kesatuan Bangsa mempunyai tugas mengkoordinasikan
dan memonitor penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa.

Fungsi bagian Kesatuar Bangsa :

(1) Mempersiapkan bahan kebijakan dalam koordinasi dan

monitoring penyelenggaraan bidang kesatuan bangsa.
(2) Pemantapan integrasi bangsa dan perkembangan politik.
(3) Penanganan masalah aktual kemasyarakatan, demokratisasi
dan HAM, serta pembantuan pelaksanaan pemilihan umum.

Bagian Kesatuan Bangsa terdiri dari :

(1) Sut Bagian Kesatuan Bangsa

(2) Sub Bagian Demokratisasi

(3) Sub Bagian Penanganan Masalah Aktual
¢) Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana

Bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
koordinasi pembinaan pcnyelenggaraan perumusan peruridang-
undangan dan pengkajian hukum, memberikan bantuan dan
penyuluhan.

Fungsi bagian Hukum, Organisasi, dan Tata Laksana :




(1) Mengkoordinasiken  perumusan peraturan  perundang-
undangan, pembuatan peraturan daerah, keputusan kepala
daerah, produk-procluk hukum dan pengkajian hukum.

(2) Menyiapkan bahan pertimbangan dan memberikan bantuan
hukum kepada semua unsur pemerintahan daerah atas
masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas serta
memberikan penyuluhan hukum.

(3) Menghimpun pera uran pecrundang-undangan, melakukan
publikasi dan dokumentasi hukum serta mengelola
perpustakaan.

(4) Mengelola data, menyiapkan bahan penyusunan pedoman
dan pembinaan teknis penataan kelembagaan.

(5) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
ketatalaksanaan yang menghimpun tata kerja, metode kerja
dan prosedur kerja.

(6, Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
pendayagunaan aparatur negara.

Bagian Hukum, Organisasi dan Tata Laksana terdiri dari :

(1) Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan, Kajian Hukum
dan Dokumentasi FHukum;

(2) Sub Bagian Bantuan dan Penyuluhan Hukum

(3) Sub Bagian Kelembagaan, Analisis dan Formasi Jabatan

(4) Sub Bagian Ketatalaksanaan.
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d) Bagian Hubungan Masyarakat

Bagian Humas mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan
pelaksanaan hubungan masyarakat guna memperjelas kebijakan
pembinaan Pemerintak Dacrah.

Fungsi Hubungan Masyvarakat, yaitu :

(1) Menvusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan
pelaksanaan hubungan masyarakat.

(2) Melaksanakan hubungan antara pemerintah dacrah dengan
masyarakat umum dan organisasi kemasyarakatan untuk
memperjelas kebijakan dan kegiatan pemerintah daeran.

{3) Melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi serta
distribusi bahan-bahan penerbitan.

Bagian Hubungan Masyarakat terdiri dari :

(1) Sub Bagian Pengumpulan Informasi;

(2) Sub Bagian Pemberitaan.

Asisten Ekonomi dan Pembangunan

1) Tugas Asistenn Ekonomi dan Pembangunan
Asisten  Ekonomi dan  Pembangunan mempunyai lugas
inelaksanakan penyusunin pedoman dan petunjuk teknis
koordinasi pembinaan pe aksaraan pembangunan/perckonoinian,
kesejahteraan sosial, dan p. mberdayaan perempuan.

2) Fungsi Asisten Ekonomi diin pembangunan
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a) Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk feknis
pembinaan pembangunan daerah, bangunan amar daerah dan
antar sektor.

b) Mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis
pembinaan di bidang perckonomian.

¢) Mengkoordinasikan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan
di bidang kesejahteraan :;osial dan pemberdayaan perempuan.

Asisten Ekonomi dan Pembingunan terdiri dari :

a) Bagian Perekonomian
Bagian perckonomoian mempunyai tugas melaksanakan dan

mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis

pembinaan serta memonitor perkembangan bidang sarana
perekonomian dan peningka an produksi.
Fungsi-fungsi bagian perekonomian :

I. Penyusunan dan pectunjuk teknis pembinaan di bidang

industri  dan perdagangan, pasar dan statistik serta

pembinaan modal da :rah.

2]

Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di
bidang koperasi, pen;zusaha kecil dan menengah.

3. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di
bidang pertanian, p:ternakan, perikanan, kehutanan dan

perkebunan
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4. Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di
bidang perusahaan dazrah dan perbankan daerah.
Bagian ekonomi dan Pembangunan terdiri dari :
(1) Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, dan Penanaman
Modal Daerah;
(2) Sub Bagian Koperasi. Pengusaha Kecil dan Menengah;
(3) Sub Bagian Pembinaun Perusahaan Daerah.
b) Bagian Pembangunan
Bagian Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan can
mengkoordinasikan penyusunan dan petunjuk teknis pembinaan
serta pengendalian pembangunan.
Fungsi-fungsi Bagian Painbangunan terdiri dari :
(1) Melakukan koordinasi dan penyusunan pembangunan
daerah.
(2) Melakukan koordiniasi dan penyusunan pembanguran
pemukiman dan prasarana wiiayah.
(3) Melakukan koordinasii dan penyusunan-penyusunan ruang
dan lingkungan.
(4) Melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan
pembangunan.
Bagian pembangunan ter liri dari :
(1) Sub Bagian Perencanaan Pembangunan;

(2) Sub Bagian Pemukiman dan Prasarana Wilayah;




(3) Sub Bagian Penataan Ruang dan Lingkungan.

c) Bagian Kesejahteraan Scsizal dan Pemberdayaan Perempuan

Tugas bagian ini meiacsanakan dan mengkoordinasikan

penyusunan program dan teknis pembinaan serta memantau
perkembangan kegiatan pelayanan kesejahteraan sosial dan
pemberdayaan perempuan.

Fungsi-fungsi bagian Kescjahteraan Sosial dan Pemberdayaan

Perempuan terdiri dari :

(1) Pembinaan di bidang kesejahteraan sosial.

(2) Penyusunan pedoman dan petunjuk teknis koordinasi
pembinaan  di  bidang  pendidikan,  kebudayaan,
kepemudaan, dan olahraga.

(3) Koordinasi pembinaan nrusan agama.

(4) Pembinaan urusan kesehatan, ketenagakerjaan, keluarga
berencana, dan pemberdayaan perempuan.

Bagian Kesejahteraan Sosial dan Pemberdayaan Perempuan

terdiri dari:

(1) Sub Bagian Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan, dan
Olahraga:

(2) Sub Bagian Agama;

(3) Sub Bagian Kesejaiieraan Sosial, Kesehatan, dan
Ketenagakerjaan;

(4) Sub Bagian Pemberdayaan Perempuan.



f. Asisten Administrasi

1)

2)

Tugas Asisten Administrasi

Asisten administrasi memp inyai tugas melaksanakan penyusunan

pedoman dan petunjuk teknis koordinasi, pembinaan kepegawaian,

keuangan, perlengkapan, <etatausahaan, kearsipan, dan rumah
tangga.

Fungsi Asisten Administrasi

a) Melakukan koordinasi penyusunan program anggaran dan
pengelolaan adminisirasi keuangan.

b) Melakukan koordinasi penyusunan pedoman dan petunjuk
teknis urusan protokol, perlengkapan, tata usaha, kepegawaian
dan rumah tangga.

Asisten Administrasi terdiri dari :

a) Bagian Keuangan
Bagian kcuangan memn punyai tugas yaitu melaksanakan dan

mengkoordinasikan  penyusunan  program,  perubaban  dan

perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah serta
membina administrasi keuangan.
Fungsi-fungsi Bagian Keuangan terdiri dari :
(1) Mengumpulkan bahan koordinasi penyusunan, perubahan,
dan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2) Koordinasi pengelo aan administrasi keuangan.
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(3) Melakukan koordinasi perumusan peningkatan dan
pembinaan pendapatan daerah.

(4) Menguji  kebenaran penagihan dan peningkatan Surat
Perintah  Membayar Uang (SPMU), mengadakan
pemeriksaan keuangan scrta membina perbendaharaan.

Sub Bagian Keuangan terdir dari :

(1) Sub Bagian Pendapatan Dacrah;

() Sub Bagian Anggaran;

(3) Sub Bagian Perbendaharaan;

(4) Sub Bagian Pembukuan dan Verifikasi.

Bagian Umum dan Perlengkapan

Bagian umum dan perlengkapan mempunyai tugas yaiiu

mencatet aset-aset pemerintah, mencatat surat masuk dan keluar

pemerintah kota palembang, dan menyiapkan acara-acara dinas

walikota.

Fungsi-fungsi bagian umum dan perlengkapan terdiri dari :

(1) Menyusun rencana dan program kerja Bagian Umum dan
Perlengkapan scbagai bahan untuk melaksanakan kcgiatan
yang telah ditetapkan secuai dengan bidang tugasnya.

(2) Membagi tugas dan memberi petunjuk kepada stat” agar
dalam melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang

beriaku sehingga tercapai efektifitas pelaksanaan tugas.
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(3) Mengumpulkan bahan dan koordinasi kegiatan tata usaha
pimpinan dan protokal.

(4) Mengumpulkan baha koordinasi pembinaan kearsipan.

(5) Mengumpulkan kocrdinasi  pelaksanaan urusan runiah
tangga Sekretaris Dac rah.

Sub Bagian Umum dan Ferlengkapan terdiri dari :

(1) Sub Bagian Protokol

(2) Sub Bagian Sandi dan Pengolahan data elektronik

(3) Sub Bagian Tata Usaha dan kepegawaian

(43 Sub Bagian Rumah Tangga

(5) Sub Bagian Analisa kiebutuhan dan pengadaan

(6) Sub Bagian Kekayaan Daerah dan Perindustrian

4. Visi dan Misi Pemerintah Kota Palembang

Visi  Pemerintah Kota Palembang adalah “Palembang kota

metropoiitan, mandiri dan berkua itas Tahun 2008”. Sedangkan Misi

Pemerintah Kota paiembang adalah sebagai berikut :

a.

Mengembangkan serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia
yang berakhlak, bermoral dan berbudaya sebagai pilar pembangunan
kota.

Meningkatkan penataan ruang serta sarana dan prasarana dasar

perkotaan.
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c. Mendorong meningkatnya invastasi, industri, perdagangan dan jasa
serta pengembangan pariwisita dan pelestarian warisan sejarah
budaya.

d. Mengoptimalkan pengelolaan keuangan daerah.

e. Melaksanakan pelayanan prima.

[, Meningkatkan kerjasama antar daerah dan pihak lain, baik dalam
maupun luar negeri.

g¢. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka partisipasi

aktif pembangunan kcta palembang.

5. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pada Pemerintah

Kota Palembang

Tabei I'V.1
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah
Kota palembang Tahun 2004-2006
(dalam Rupiah)

Tahun Anggaran " Realisasi Persentase
2004 39.339.006.682,00 26.925.506.394,50 68,44%
2005 44.100.000.000,00 34.488.692.117,00 78,20%
2006 43.225.000.000,00 40.652.365.1 55,80 94,04%

Sumber : Pemerintzh Kota Palembang 2007



6.

Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerazh Pada

Pemerintah Kota Palembang

Tabel 1V.2
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Pemerintah
Kota palembang Tahun 2004-2006
(dalam Rupiah)

Tahun Anggara_;l_ F.ealisasi Persentase
2004 31.478.935.500,00 27.439.655.574,50 87,16%
2005 51.755.251.000,00 36.995.982.451,25 71,48%
2006 61.041.972.527,00 37.016.633.853,50 60,64%

Sumber : Pemerintah Kota Palembang 2007

7. Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Pada

Pemerintah Kota Palembang

Tabel 1V.3

Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah
Pemerintah Kota Palembang Tahun 2004-2006

(Dafam jRupiah)

Tahun Anggaran | tealisasi Persentase
2004 75.367.171.982,00 61.56.178.324,00 81,71%
2005 | 101.021.534.500,00 77.416.857.337,96 76,63% |
2006 112.947.828.304,00 | 89.676.046.899,37 79,39%

Sumber : Pemerintah Kota Palembang 2007

B. Pembahasan

1. Analisis Faktor-faktor yang Menyebabkan Tidak Tercapainya Target

Penerimaan Pajak Daerah Pada ’emerintah Kota Palembang

Berdasarkan data dan teori yang di dapat, dapat diuraikan faktor -

faktor penvebab tidak tercapainyz target penerimaan pajak daerah dan



61

jenis pajak daerah vang paling rendah pencapaian targetnya pada

Pemerintah Kota Palembang adalah sebagai berikut :

a. Penentuan target belum realistis

Sistem penentuan target yang didasarkan pada data historis

disebabkan oleh terlalu besarny: target yang ditetapkan dibandingkan
dengan realisasinya. Penetapan t irget yang belum realistis dapat dilihat
dari tabel 1V.1. Pada tahun 200+ realisasi penerimaannya tidak dapat
mencapai target yang telah diterapkan dimana target yang ditetapkan
Pemerintah Kota Palembang adalah sebesar 39.339.006.682,00 dan
realisasinya sebesar 26.925.506 394,50 dengan persentase pencapaian
63.44%. Pada tahun 2005 realisasi penerimaan Pajak Daerah juga tidak
dapat mencapai target yang t:lah ditetapkan dimana target yan:
ditetapkan pemerintah sebesar 44.100.000.000,00 dan realisasinya
sebesar 34.488.692.117.00 dergan persentase pencapaian 78,20%.
Namun pada tahun 2006 realisasi penerimaan yang didapat juga tidak
bisa mencapai target, dimana target vang ditetapkan Pemerintah Kota
Palembang sebesar 43.225.000.000,00 dan realisasi penerimaannya
sebesar 40.652.365.155,80 dengun persentase pencapaian 94,04%.

b. Sanksi yang belum efektif

Penetapan sanksi hukum pada Pemerintah Kota Palembang

belum dapat berjalan sebagai mana mestinya, padahal telah ditetapkan
dua cara sanksi penegakkan hukum pajak yaitu :

1) Sanksi Administrasi terdiri dari :
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a) Sanksi denda
b) Sanksi surat teguran, surat paksa, penyitaan sampai dengan
lelang yang dilakukan petugas juru sita
¢) Sanksi surat peringatan ! II, IIl dan berakhir sampai dengan
eksekusi pencabutan tempat usaha.

2) Sanksi Pidana terdiri dari :

Diawali dengan penyeliditan pemberkasan sampai dengan

pengadilan vang dilakukan oleh petugas PNS/polisi/jaksa dan

hakim dengan ancaman 6 (enam) tahun penjara dan denda empat

kali ketetapan pajak daerak.

Berdasarkan penetapan hukum pajak yang dilakukan Pemerirtah
Kota Palembang, maka dalam penerapan hukum pajak tersebut
terdapat faktor yang tidak mendukung sehingga apa yvang direncanakan
tidak sesuai dengan harapan. Penetapan sanksi hukum belum dapat
berjalan sebagaimana mestinya dikarenakan belum didukung oleh data
yang akurat dan dari sudut sanksi pidana belum berjalan sebagaimana
mestinya karena sampai saat ini belum ada orang yang ditahan
dikarenakan iidak membayar tunggakan pajak yang menjadi
kewaiibannya.
Rendahnya tingkat kepatuhan inembayar
Kesadaran wajib  pajak dalam membayar sangai besar

pengaruhnya dalam meningkatkian pendapatan pajak daerah, karen:.

sering kali wajib pajak tidak 1hau membayar pajak ataupun tidak
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transparannya laporan omzet yang disampaikan oleh wajib paiak,
sehingga pajak yang dibayar hanya separuh dari ketentuan tarif yang
berlaku. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan wajib pajak
tentang pentingnya pembayaran pajak, kurangnya pembinaan dan
pengawasan yang dilakukan aparat pajak atau Pemerintah Kota
Palembang. Tarif pajak daerah untuk tiap jenisnya berbeda-oeda,
schingga besarnya penerimaan pajak juga beragam. Wajib pajak secing
kali mengeluhkan bahwa tarif vang dikenakan terlalu tinggi padahal
tarif yang ditentukan telah disesuaikan agar tidak memberatkan
masyarakat. |
Dalam rangka untuk pembahasan jenis pajak daerah yang mana yang
paling rendah pencapaian targetnya, maka akan disajikan terlebih dahulu
anggaran dan rcalisasi penerimaan jenis-jenis pajak daerah tabhun 2004-
2006 scbagai berikut :
Tabel IV.4

Anggaran dan Realisasi Peneriiaan Jenis-jenis Pajak Daerah
Pemerintah Kota palcmbang Tahun 2004

(dalam Rupiah)
No Jenis Pajak Anggaran Realisasi selisih Y%
daerah
1. | Pajak Hotel 5.271.000.000,00 3.260.124.002,00 | (2.070.875.998,00) | 50,71%
2. | Pajak Restoran 6.794.220.409,00 6.148.773.092,00 (645.447.308,00) | 90,50%
3. | Pajak Hiburan 1.523.583.000,00 1.410.066.162,00 (113.516.838,00) | 92,54%
4. | Pajak Reklame 2.050.417.282,00 2.158.479.617,00 108.062.335,00 105,27%
5. | Pajak  Penerangan | 22.400.000.000,00 | 13.105.041.949,50 | (9.294.958.050,50) | 58,50%
Jalen
6. | Pajak Pengambilan 299.786.0600,00 373.027.812,00 73.241.812,00 124,43%
|| bahan Golongan C
7. | Pajak Parkir 1.060.000.000,0C 529.993.760,00 (470.006.240,00) | 52,99%

Sumber : Data yang diolah (Pemerintah Kota Palembang 2008)




Tabel [V.5
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jenis-jenis Pajak Daerah
Pemerintah Kota palembang Tahun 2005

{dalam Rupiah)
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No Jenis Pajak Anggaran "~ Realisasi selisih %
daerah
1. | Pajak Hotel 4.100.000.000,00 4126.245.223,00 26.245.223,00 | 100,64%
2. | Pajak Restoran 8.000.000.000,00 7292.356.990,00 (707.643.010,00; | 91,15%
3. | Pajak Hiburan 1.750.000.000,00 1.553.294.553,00 (196.705.447,00) | §8,75%
4. | Pajak Reklame 3.000.600.000,00 3.003.065.464,00 3.065.464,00 | 100,10%
5. | Pajak Penerangan | 26.000.000.000,00 | 17.187.789.991,00 | (8.812.210.005,00) | 66,10%
Jalan
6. | Pajak Pengambilan 500.000.000,00 550.611.336,00 50.611.336,00 | 110,12%
bahan Golongan C o
7. | Pajak Parkir 750.000.000,00 775.328.560,00 25.328.560.00 | 103,37%
Sumber : Data yang diolah (Pemerintah Kota Palembang 2008) o
Tabel IV.6
Anggaran dan Realisasi Penerinaan Jenis-jenis Pajak Dacrah
Pemerintah Kota pal:mbang Tahun 2006
(dalam Rupiah)
No Jenis Pajak Anggaran ~ Realisasi selisih %
daerah
1. | Pajak Hotel 4.700.000.000,00 | 4.535.807.247,00 (164.192.753,00) | 96,50%
2. | Pajak Restoran 8.600.000.000,00 8.693.872.755,80 93.872.955,80 101,09%
3. | Pajak Hiburan 2.000.000.000,00 1 793.524.705,00 (206.475.295,00) | 89,67%
4. | Pajak Reklame 3.700.000.000,00 3.628.407.134,00 (71.592.866,00) | 98,06%
5. | Pajak Penerangan | 22.500.000.000,00 | 20 439.896.082,00 | (2.060.103.918,00) | 90,84%
Jalan
6. | Pajak Pengambilan 600.000.000,00 507.830.032,00 (92.169._968,00) 84,63%
bahan Golongan C
7. | Pajak Parkir 1.125.000.000,00 1 053.027.000,00 (71.972.000,00) | 93,60%

Sumber : Data yang diolah (Pemerintah Kota Pal:mbang 2008)

Berdasarkan anggaran dan realisasi penerimaan jenis pajak daerah

tahun 2004 — 2006 diatas, dapat dib.ahas sebagai berikut :
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Tahun 2004

Dari data tabel IV.4 dapat diketahui bahwa jenis pajak daerah yang
paling rendah pencapaian targetnva menurut tingkat persentase adalah
pajak parkir dimana tingkat persentase pencapaiannya sebesar 52,99%,
sedangkan jenis pajak daerah yarg paling tinggi pencapaian targetnya
adalah pajak pengambilan bahan polongan C dimana tingkat persentase
pencapaiannya sebesar 124,43%.
Tahun 2065

Dari data tabel IV.5 dapat di<etahui bahwa jenis pajak daerah yang
paling rendah pencapaian targetny: adalah pajak penerangan jalan dimana
menurut tingkat persentase pencapaiannya sebesar 66,10%, sedangkan
jenis pajak daerah yang paling tinigi pencapaian targetnya adalah pujak
pengambilan bahan golongan C dimana tingkat persentase pencapaiannya
sebesar 110,12%.
Tahun 2006

Dari data tabel 1V.5 dapat diketahui bahwa jenis pajak daerah yang
paling rendah pencapaian targetnya menurut tingkat persentase adalah
pajak pengambilan bahan golongan C dimana tingkat persentase
pencapaiannya sebesar 84,63%, selangkan jenis pajak daerah yang paling
tinggi pencapaian targetnya adalah pajak restoran dimana tingkat

nersentase pencapaiannya sebesar '01,09%.
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2. Analisis Faktor-faktor yang Mcnyebabkan Tidak Tercapainya Target

Penerimaan Retribusi Daerah Pada Pemerintah Kota FPalembang

Berdasarkan data dan ieori yang di dapat, dapat diuraikan faktor -

faktor penyebab tidak tercapainya target pencrimaan retribusi daerah dan

jenis retribusi daerah vang paling rendah pencapaian targetnya pada

Pemerintah Kota Palembang adalah sebagai berikut :

a.

Adanya penyimpangan — penyimpangan yang dilakukan oleh
petugas

Penyimpangan — penyimpzngan yang terjadi dalam pemungutan
retribusi daerah pada beberapa instansi Pemerintah Kota Palembang
disebabkan karena adanya petugas retribusi yang hanya menyerahkan
sebagian dari hasil retribusi yang dipungutnya dan adanya pemakaian
pribadi yang dilakukan oleh pctugas, dan juga sering kali adanya
penundaan penyetoran yang dilakukan oleh oknum-oknum petugas
yang telah ditunjuk untuk melak ikan pemungutan retriousi.
Sumber daya atau petugas pelaksana operasional di lapangan
masih terbatas

Tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah dapat
disebabkan oleh jumlah atau <uantitas pegawai di lapangan yang
terbilang sangat minim. Hal i1i disebabkan karena jumiah petugas
yang mau ditempatkan di labangan sangat sedikit sekali untuk
mclakukan pemungutan retribusi  dan seringkali para petugas

membiarkan adanya pemungutan liar yang terjadi di sekitar petugas
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varig menyebabkan target retritusi daerah tidak terealisasi. Selain itu
dari segi pendidikan masih banyaknya petugas pemungut retribusi
yang lulusan SMU ataupun honor yang memiliki pengalaman yang
terbatas, sehingga petugas pemungut retribusi tidak menialankan
tugasnya dengan sungguh-sunzguh. Dengan adanya Sumber Daya
Manusia yang kurang memadai dan kurang berpotensial tersebut dapat
mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi daerah
pada Pemerintah Kota Palembang.
Dalam rangka untuk pembahasan jenis retribusi daerah yang mana
yang paiing rendah pencapaian ta-getnya, maka akan disajikan terlcbih
dahulu anggaran dan realisasi penerimaan jenis-jenis retribusi daerah

tahun 2004-2006 sebagai berikut :

Tabel IV.7
Anggaran dan Realisasi Pererimaan Jenis-jenis Retribusi Daerah
Pemerintah Kota palembang Tahun 2004

(Dalam Kupiah)
NO Jenis Retribusi Anggaran Realisasi Selisih %
daerah

1. | Pungutan Biaya 136.600.000,00 93.884.000,00 (42.716.000,00) 68,72%
Administrasi
(LEGES; o

2 Ret.  Jasa usaha 85.000.000,00 79.126.673,00 (5.873.327,00) 93,09%
tempat pelelangan
ikan o

3. Ret. Jasa usaha 185.000.000,00 163.843.500,00 (21.156.500,00) 88,56%
rumah potong
hewan

4. | Ret. Usaha 75.000.000,00 75.607.900,00 607.960,00 100,81%
kehutanan .

5. Ret. Pengusaha dan 75.000.000,00 - (75.000.000.00) 0%
Pengelolaan sarang
walet e
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Ret. Tanda daftar |
perusahaan

Ret. lzin  usaha

pedagangan

KRet. lzin  usaha

industri

75.000.000,00

86.758.300,00

11.758.300,00

115,67%

150.000.000,00

162.050.000,00

12.050.000,00

108,03%

12.560.000,00

8.400.000,00

(4.100.000,00)

67,2%

Ret.
pasar

Pelayanan

4.104.488.700,00 |

Ret. Pasar grosir &
pertokoan
(perpasaran swasta)

48.000.000.00 |

[3.242.671.387,00

(861.8'7.313,00)

79,00%

(48.000.000,00)

0%

Ret. lzin gangguan

1.400.000.000,00 |

[ 2.285.912.140,00

885.912.140,060

163,27%

Ret. Pembinaan
dan  pengawasan
norma keselamatan
kerja

115.000.000,00

110.661.439,00

(4.338.561,00)

96,22%

Ret. Pembinaan
perusahaan dan
ketenaga kerjaan

35.000.000,00 |

31.475.000,00

(3.525.000,00)

89,92%

Ret. Pelayanan
kesehatan

1.815.334.300,00 |

1.347.874.586,00

(467.459.714,00)

74,24%

Ret. PPUT

10.060.000,00

Ret. Pangkas
rambut dan salon

12.500.000,00

9.275.000,00

(725.000,00)

92,75%

1 11.865.000,00

(635.000,00)

94,92%

Ret.  Penggantian
biaya cetak

100.000.000,00

92.269.120,00

(7.730.880,00)

92,26%

Ret.
mendirikan
bangunan

lzin

11.500.000.000,00

9.739.171.525,00

(1.760.828.475,00)

84.68%

Ret. Izin
penggunaan tanah

60.006.000,00

(60.000.000,00)

0%

Ret. Izin
penggunaan
bangunan

150.000.000,00

178.865.195,00

28.865.195,00

119,24%

Ret. Pemeriksaan
alat pemadam
bahaya kebakaran

130.060.000,00

 108.906.820,50

(21.093.179,50)

83,77%

Ret. Jasa usaha
pemakaian
kekayaan daerah

150.000.000,00

112.430.666,00

(37.569.334,00)

74,95%

Ret. [zin usaha jasa
konstruksi

50.000.000,00

80.346.500,00

30.346.500,00

160,69% |

Ret. lzin gahan
PAM, Telkom,
Gas, Listrik, Galian
C

25.000.000,00

|

20.802.500,00 ‘ (4.197.500,00)
l
l

83,21%

Ret. Parkir ditepi
Jalan umum

3.150.000.000,00 |

2.230.772.200,00

(919.227.800,00)

70.81%
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26. | Ret. Pengujian | 2.250.000.000,00 | 2.132.890.180,00 | (117.109.820,0C) 94,79%
kendaraan
| bermator o - o B
27. | Ret. terminal 1.250.000.000,00 1.390.147.125,00 140.147.125,00 111,21%
28. | Ret. Jasa angkutan | 265.000.000,00 283.870.950,00 18.870.950,00 107,12%
dan penyeberangan
29. | Ret. lzin trayek 200.000.000,00 173.690.000,00 (26.310.000,00) 86,85%
30, | Ret. Pembinaan 50.000.000,00 | 5.955.000,00 (44.045.000,00) 11,91%
perhubungan udara
dan telelomunikasi
31. | Ret. Beca 75.000.000,00 —‘ 64.390.000,00 (10.610.000,00) 85,85%
32. | Ret. Pembinaan 15.000.000,00 11.715.000,00 (3.285.000,00) 78,1%
pemanfaatan media |
informasi & -
|| komunikasi |
33. | Ret. Pelayanan | 1.403.325.000,00  1.000.008.000,00 | (403.317.0G0,00) 71,25%
persampahan /
kebersihan
34. | Ret. Pelayanan 21.487.500,00 14.639.650,00 | (6.847.850,00) 68,13%
pemakaman | - "
35 | Ret. Pelayanan 29.700.000,00 9.500.000,00 | (20.200.000,00) 31,98%
|| pengabuan mayat |
36. | Ret. Jasa usaha 75.000.000,00 75.034.500,00 | 34.500,00 100,05%
penyedotan tinja - |
37. | Ret. Jasa usaha | 760.000.000,00 644.970.848,00 | (115.029.152,00) 84,86%
pengelolaan limbah
| cair
38. | Ret. Penggantian | 875.000.000,00 ' 904.215.550,00 29.215.550,00 103,33%
| biaya cetak KTP 4 — ]
39. | Ret.  Penggantian | 385.000.000,00 280.560.750,00 (104.439.250,00) | 72.87%
biaya cetak akte
capil
40. | Ret. Pembina usaha 1'75.000.000,00 175.098.570,00 98.570,00 100,05%
kepariwisataan B
Sumber : Data yang diolah (Pemerintah Kota Palembang 2008)
Tabel IV.8
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jenis-jenis Retribusi Daerah
Pemerintah Kota palembang Tahun 2005
(Dalam Rupiah)
NO Jenis Retribusi Anggaran Realisasi Selisih %
o daerak
1. | Pungutan Biaya | 200.000.000,06 116.706.000,00 (83.294.000,00) 58,35%
Administrasi
(LEGES) 5
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Ret.  Penggantian
biaya KTP

635.036.050,00

821.779.200,00

188.743.150,00

129.8" %

(5}

Ret. Jasa usaha
tempat pendaratan
ikan

100.000.000,C0

115.513.953,00

13.513.953,00

113,51%

usaha
potong

Ret.
rumah
hewan

Jasa

343.000.000,00

304.410.000,00

(38.590.000,00)

88,74%

Ret.
kehutanan

Usaha

85.000.000,00

59.543.150,00

(25.456.850,00)

70,05%

Ret. Pengusaha dan
Pengelolaan sarang
walet

75.000.006,00

|

(75.000.000,00)

0% |

Ret. Tanda daftar
perusahaan

125.000.0090,00

1

109.955.100,00

(15.044.900,00)

87,96%

Ret. lzin usaha

pedagangan

350.000.000,00

~252.800.000,00

(97.200.000,00)

72,22%

Ret. lzin  usaha

industri

25.000.0090,00

Ret. Penyimpangan
dan atau
penyaluran  bahan
migas dan non
migas

130.000.000,00

16.044.000,00

(8.956.000,00)

64,18%

1 163.739.830,00

33.739.830,00

125,95%

Ret.
pasar

Pelayanan

4.225.951.000,00

2.461.270.309,00

(1.764.680.691,00)

58.24% |

12.

Ret. Pasar grosir &
pertokoan
(perpasaran swasta)

66.800.000,00

1£.545.000,00

(51.255.000.00)

23,27%

13.

Ret. Izin gangguan

1.700.000.000,00

1.713.407.677,00

13.407.677,00

100,78%

14.

Ret. Pembinaan
dan  pengawasan
norma keselamatan
kerja

135.000.000,00

136.736.756,25

1.736.756,25

101,28%

Ret. Fembinaan
perusahaan dan
ketenaga kerjaan

65.000.000,00

449.150.000,00

(15.850.000,00)

75,61%

Ret. Pelayanan
kesehatan

5.250.000.000,00

2.276.496.621,00

(2.973.503.379,00)

43,36%

Ret. PPUT

12.500.000.00

1:1.275.000,00

775.000,00

106,2%

Ret, Pangkas
rambut dan salon

13.500.000,00

1:.020.000,00

(480.000,00)

96,44%

Ret.  Penggantian
biaya cetak

250.000.000,00

10%.970.000,00

(140.030.000,00)

43,99%

20.

Ret.
mendirikan
bangunan

izin

19.000.000.000,00

17.281.567.400,00

(1.718.432.600,00)

90,95%

2.

Ret. Izin
penggunaan tanah

100.000.000,00

84.270.000,00

(15.730.000,00)

84,27%
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Ret.
dan
penyelenggaraan
reklame

Pembinaan

650.000.000,00 |
|

645.904.616,00

(4.095.384,00)

99.36%

Ret.
alat pemadam
bahaya kebakaran

Pemeriksaan

250.000.000,00

135.418.140,00

(114.581.860.00)

54,16%

Kel.  Jasa usaha
pemakaian
kekayaan daerah

695.000.000.00

| 474.835.250,00

(220.164.750,00)

68.32%

Ret. Parkir ditepi
jalan umum

5.036.000 000,00

2.495.459.500,00

(2.540.540.500,00)

49,55%

Ret. Pengujian
kendaraan

| hermotor

Ret. terminal

2.850.000.000,00 |

2.339.244.5290,00

1.750.000.000,00 |

" 1.542.283.550,00 |

(510.755.480,00)

(207.716.450,00) |

82,07%

88.13%

Ret. Jasa angkutan
laut, sungai &
penyeberangan

300.000.000.00 |

271.514.500,00

(28.485.500,00)

90.50%

Ret. Izin trayek

250.000.000,00 |

174.845.000,00

(75.155.000,00)

69,93%

Ret. Pembinaan
perhubungan udara
dan telelomunikasi

75.000.000,00

6.035.000,00

(68.965.000,00)

8,04%

Ret. Beca

©75.000.000,00

4.745.000,00

(70.255.000,00

6,32%

Ret. Pembinaan
pemanfaatan media
informasi &
komunikasi

20.000.00G,00

10.975.000,00

(9.025.000,00)

54,88%

Ret. Pelayanan
persampahan /
kebersihan

1.803.900.000.00 |

664.177.500,00

(839.722.500,00)

53.44%

Ret. Pelayanan
pemakaman

40.850.000,00

41.700.000,00

850.6C0,00

102,08%

Ret. Pelayanan
pengabuan mayat

55.250.060,00

13.100.000,00

(42.150.000,00)

23,71%

Ret. Jasa wusaha
penyedotan tinja

100.000.000,00

61.017.000,00

(38.983.000,00)

61,02%

Ret. Jasa usaha
pengelolaan limbah
cair

3.302.500.000,00

598.727.769.00

(2.703.772.231,00;

18,12%

Ret.  Penggantian
biaya cetak KTP

627.109.950,00 |

505.808.100,00

(121.301.850,00)

80,65%

Ret.  Penggantian
biaya cetak akte
capil

589.854.000,00

214.983.500,00

(374.870.500,00)

36.44% |

40.

Ret. Peinbina usaha
Kepariwisataan

400.000.000,00
|

382.009.050,00

(17.990.950,00)

95,50%

Sumber : Data yang diolah (Pemerintah Kota Palzmbang 20083)




Tabel IV.9
Anggaran dan Realisasi Penerimaan Jenis-jenis Retribusi Daerah
Pemerintah Kota palembang Tahun 2006
(Dalam Rupiah)
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rambut dan salon

NO Jenis Retribusi Anggaran Realisasi Selisih Yo
daerah 1
15 Pungutan Biaya [ 200.000.000,00 100.758.000,00 (99.242.000,00) 50,38%
Administrasi
(LEGES)
2, Ret.  Penggantian | 1.260.146.000,00 244.890.350,00 | (1.015.255.650,00) | 19,43%
biaya KTP .
3. Ret. Sewa gedung 55.000.000,00 10.614.835,00 (44.385.165,00) 19,29%
4. | Ret. Jasa usaha 150.000.000,00 156.288.260,00 6.288.260,00 104,19%
tempat pelelangan
ikan
5. | Ret. Jasa usaha| 600.000.000,00 301.405.000,00 (298.595.000,00) | 50,23%
rumah potong
hewan
6. | Ret. Usaha 100.000.000,00 87.743.625,00 (12.256.375,00) 87,74%
kehutanan
7. | Ret. Pengusaha dan 150.000.000,60 - (150.000.000.00) 0%
Pengelolaan sarang
walet !
8. Ret. Tanda daftar 150.000.000,00 114.616.350,00 i (35.383.650,00) 76,41%
perusahaan o= H
9. | Ret. lzin usaha | 400.000.000,00 252.250.000,00 | (147.750.000,00) | 63,06%
pedagangan '
10. | Ret. Izin usaha 50.000.000,00 19.519.500,00 | (30.480.500,00) 39,04%
industri - - |
I'l. | Ret. Penyimpangan 200.000.000,00 182.234.202,00 (17.765.798,00) 91,11%
dan atau
penyaluran  bahan
migas dan non
migas i
12. | Ret. Izin gangguan 1.870.000.000,00 1.999.458.480,00 129.458.480,00 106,92%
13. | Ret. Pembinaan 150.000.000,00 140.758.260,00 (9.241.740,00) 93,83%
dan pengawasan
norma keselamatan
L kerja (K.3) 1 B
14. | Ret. Pembinaan 65.000.000,00 43.410.000,00 (21.590.000,00) 66,78%
perusahaan dan
ketenaga kerjaan
5. | Ret. Pelavanan | 10.045.579.277,00 | 7.379.421.609,00 | (2.666.157.668,00) | 73.45%
kesehatan |
16. | Ret. PPUT 12.500.000,00 22.575.000,00 10.075.000,00 180,6%
!7. | Ret. Pangkas 13.500.000,00 6.760.000,00 (6.740.000,00) 50,07%
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18.

Ret.
biaya cetak

Penggantian 1

[ 250.000.000,00

91.220.000,00

(158.780.000,00)

56,49%

19.

20.

Ret. lzin
mendirikan
bangunan _
Ret. lzin
penggunaan tanah

22.500 000.000,00

12.::29.702.750,00

(9.970.297.250,00)

55,68%

225.000.000,00

2£5.436.800,00

28.436.800,00

112,63%

21

Ret. Pembinaan
dan
penyelenggaraan
reklame

1.500.000.060,00

1.398.997.462,00

(101.002.538,00)

93,26%

22;

Ret.  Pemeriksaan
alat pemadam
bahaya kebakaran

300.000.000,00

245.792.874,00

(54.207.126,00)

81,93%

Ret. Jasa usaha
nemakaian
kekayaan daerah

720.000.000,00

506.785.100,00

(213.214.900,00)

10,38%

Ret. Parkir ditepi
jalan umum

5.026.000.000,00

2.436.547.700,00

(2.599.452.300,00)

48,38%

Ret. Pengujian
kendaraan
bermotor

3.600.060.000,00

2.479.920.160,00

(1.120.079.840,00)

€8,88%

Ret. terminal

2.000.000.000,00

1.406.333.700,00

(593.666.300,00)

70,31%

Ret. Jasa angkutan
laut, sungai
&penyeberangan

1.000.000.000,00

'6(15.500.800,00

(394.499.200,00)

60.55% |

Ret. Izin trayek

1.000.000.600.00

1.366.580.000,00

366.580.000,00

136,66%

Ret. Pembinaan
perhubungan udara
dan telelemunikasi

400.006.000,00

471.234.600,00

21.234.600,00

105,30%

30.

Ret. Beca

30.000.000.00

1.170.000,00

(28.830.000,00)

2,9%

3.

Ret. Pcmbinaan
pemanfaatan media
informasi
&komunikasi

50.0G0.000,00

10.875.000,00

(39.125.000,00)

21,70%

32.

Ret Pelayanan
persampahan /
kebersihan

2.000.000.000,00

1.003.827.000,00

(996.173.000,09)

50,19%

33.

Ret. Pelayanan
pemakaman

60.000.000,00

73.200.000,00

13.200.000,00

122,00%

34.

Ret. Pelayanan
pengabuan mayat

75.000.000,00

123.400.000,00

(51.600.000,00)

31,2%

36.

Ret. Jasa usaha
penyedotan tinja

125.000.000,00

55.684.500,00

(68.315.500,00)

45,34%

Ret. Jlasa usaha
pengelolaan limbah
cair

3.550.000.000,00

5.5.872.536,50

(3.024.127.463,50)

14.81%
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37. | Ret.  Penggantian | 349.247.250,00 191.050.100,00 (158.197.150,00) | 54.70%
biaya cetak akte
capil

38. | Ret. Pembina usaha | 800.000.000,00 | 325.799.300,00 | (474.200.700,00) | 40,72%
kepariwisataan

Sumber : Data yang diolah (Perrerintah Kota Palembang 2008)

Berdasarkan anggaran dan realisasi penerimaan jenis retribusi daerah
tahun 2004 — 2006 diatas, dapat dibahas sebagai berikut :
Tahun 2004

Dari data tabel IV.7 dapat diketahui bahwa jenis retribusi daerah
yang paling rendah pencapaian targetnya menurut tingkat persentase
adalah retribusi pengusaha dan pengelolaan sarang walet, retribusi pasar
grosir dan pertokoan (perpasaran swasta), dan retribusi izin penggunaan
tanah. Hal itu disebabkan karena belum adanya realisasi untuk penerimaan
retribusi pengusaha dan pengelolain sarang walet, retribusi pasar grosir
dan pertokoan (perpasaran swasta), (lan retribusi izin penggunaan tanah.
Tahun 2005

Dari data tabel IV.8 dapat d ketahui bahwa jenis retriousi dae-ah
yang paling rendah pencapaian targetnya menurut tingkat persentase
adalah retribusi pengusaha dan pengelolaan sarang walet. Hal itu
disebabkan karena belum adanya realisasi untuk penerimaan retribusi
pengusaha dan pengelolaan sarang walet.
Tahun 2006

Dari data tabel 1V.9 dapat diketahui bahwa jenis retribusi daerah

yang paling rendah pencapaian targetnya menurut tingkat persentase
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adalah retribusi pengusaha dan pengelolaan sarang walet. Hal itu
disebabkan karena belum adanya realisasi untuk penerimaan retribusi

pengusaha dan pengeiolaan sarang walet.

. Langkah-langkah yang Dilakukan Pemerintah Kota Palembang
Untuk Meningkatkan P endapatzn Asli Daerah (PAD)

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (FAD) langkah —
langkah yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kota Palembang adalah
sebagai berikut :

a. pendekatan intensifikasi
1) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian

Pemerintah Kota Palembang telah melakukan inspeksi
mendadak secara langsung ke objek-objek pajak dan lLetempat
pemungutan retribusi untuk mengetahui berapa banyak orazet yang
diterimanya, tetapi dengan terbatasnya petugas yang mengawasi
dan mengendalikan objek pajak dan retribusi sehingga seluruh
objek pajak dan retribusi yang ada di Kota Palembanyg tidak
diawasi. Akibatnya pada p:nerimaan pajak masih banyak wajib
pajak yang tidak melaporlian omzet yang diterimanya dengan
benar, dan pada penerimaan retribusi masih banvak pemungutan
liar yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung
jawab. Maka Pemerintah Kota Palembang harus melakukan
inspeksi mendadak tersebut sesering mungkin tanpa adanya

pemberitahuan teriebih daht lu dan juga menambah jumlah petugas
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pajak dan retribusi dalam p:ngawasan dan pengendalian terhadap
objek pajak dan retribusi.

Dilakukannya inspelisi mendadak berulang kali dan
menambah jumlah petugas pajak dan retribusi, maka diketahui
seberapa banyak omzet yan 7 diterima pemerintah dari objek pajak
dan retribusi. Dalam pelaksiinaan menerima pembayaran pajak dan
pemungutan retribusi  diharapkan  dapat = mengurangi
penyimpangan-penyimpangun/kebocoran dana yang dilakukan para
petugas pajak dan petugas pemungut retribusi. Serta menjslankan
aktivitas-aktivitas pengendalian manajemen agar dapat melakukan
pengawasan dengan baik s:zhingga penerimaan pajak daeirah dan
retribusi daerah dapat mencapai target yang telah ditetapkan dan
akhirnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meningkat.
Meningkatkan Sumber Day« manusia

Dalam setiap instansi membutuhkan Sumber Daya Manusia
yang baik, namun pada kenvataannya Pemerintah Kota Palembang
masih banyak menugaskin petugas pemungut retribusi yang
memiliki pengalaman yang terbatas seperti tamatan SMU maupun
honor, sehingga petugas tersebut tidak menjalankan tugasnya
dengan sungguh-sungguh. [»engan adanya Sumber Daya Manusia
yang kurang memadai dan kurang berpotensial tersebut dapat
mengakibatkan tidak tercapainya target penerimaan retribusi

daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah, maka petugas-
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petugas dalam menarik pun zutan retribusi harus benar-benar bisa
dan mengerti tentang pekerjaannya serta mempunyai tingkat
tingkat pendidikan yang tinggi dan pengalaman yang luas.

Dalam hal ini dapat dilakukan antara lain dengan mengikut
sertakan petugas dalamn meriberikan pelatihan khusus operasional
dilapangan dan juga progra n-program pendidikan dan pelatihan
yvang berkaitan dengan penyelenggaraan penyuluhan retribusi,
dengan adanya pelatihan tersebut dapat meningkatkan ilimu
pengetahuan sehingga dapat meningkatkan pembangunan di daerah
dan untuk meningkatkan disiplin serta semangat kerja aparatur
dapat dengan cara memberikan mereka sanksi yang tegas bagi
aparatur yang melanggar peraturan.

Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat

Kesadaran masyarakat akan pentingnya retribusi dan pajak
untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah masih diperlukan,
untuk itu dengan melakukan kegiatan sosialisasi yaitu memberikan
penyuluhan tentang pentingnya retribusi dan pajak olch Pemerintah
Kota Palembang perlu ditingkatkan karena berdasarkan informasi
memberikan penyuluhan untuk peningkatan retribusi dan pajak
masih jarang dilakukan dan belum terprogram dengan baik.

Melakukan sosialisasi  (penyuluhan) secara langsung
(tatap muka) dan melalui media cetak ataupun elektronix dengan

maksud agar masyarakat khususnya wajib pajak dan retribusi sadar
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akan kewajibannva untuk membayar retribusi dan pajak demi
melancarkan pembangunen daerah. Maka dalam hal ini,
Pemerintah Kota DPalembang harus melakukan sosialisasi
(penyuluban) secara langsung dan harus dilakukan berulang kali
dengan cara mengadakan penyuluhan-penyuluhan, pemuiaran film-
film mengenai pentingnya pembangunan agar menambah
kesadaran masyarakat a<an arti penting kewaijiban untuk

membayar pajak dan retribusi.

b. Pendekatan ekstensifikasi

I} Menambah objek pajak dan retribusi yang baru

2)

Untuk imeningkatkar atau menambah objek pajak dan
retribusi, maka Pemerintah Kota Palembang harus melakvkan
pendataan dan pengembangan objek pajak dan retribusi yang baru.
Hai ini dilakukan dengar cara langsung ke lapangan dengan
mendata tempat-tempat «an mempunyai omzet yang tinggi
sehingga dapat dijadikan objek pajak dan retribusi yang baru
untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
Memberikan penyuluhan ke pada wajib pajak dan retribusi

Pemerintah Kota Palembang telah mengadakan himbauan,
pendekatan dan sosialisasi terhadap wajib pajak dan retribusi, baik
secara langsung (tatap muka) maupun melalui media cetak, radio,
televisi maupun selebaran. Tetapi kenyataannya masih ada wajib

pajak dan retribusi yang bhelum mengerti akan arti penting dalam
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membayar pajak dan retritusi. Agar mereka mau sadar tentang
kewajibannya maka Pemerintah Kota Palembang harus melakukan
pembinaan secara langsung ataupun membuat spanduk sehingga
wajib pajak dan retribusi membayar pajak dan retribusi tanpa

adanya paksaan dari pihak-f ihak lain.
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SIMPULAN D AM SARAN

Bagian akhir dari penelitian ini, penulis memberikan simpulan dan <aran
mengenai  faktor-faktor  yang menyebabken  tidak  tercapainya  anggaren

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) paca Pemerintah Kota Paleinbang.

A. Simpulan
I. Faktor-faktor yang mcnyebabkan tidi k tercapainya target penerimaan
pajak daerah adalah penentuan target belum realistis, sanksi yang belum
efektif, rendahnya tingkat kepatuhan n‘cmbayar.{ Jjenis pajak daerah yang
paling rendah pencapaian targetnya adalah pajak parkir, pajak penerangan

jalan dan pajak pengambilan bahan golcngan C.

(%]

Faktor-raktcr yang menyebabkan tidck tercapainya target penerimaan
retribusi  dacrah adalah, adanya penyimpangan-penyimpangan yang
dilakukan oleh petugas, sumber daya alau petugas pelaksana operasional
dilapangan masih terbatas. Jenis retrijusi daerah yang paling rendah
pencapaian tergetnya adalah retribusi pengusaha dan pengelolaan sarang
walet, retribusi pasar grosir dan periokoan (perpasaran swasta), dan
retribusi izin penggunaar tarch

3. Langkah-langkah yang dilakukan Pererintah Kota Palembang untuk

meningkatkan Peadapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebagai berikut :

&0
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